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ABSTRAK  

 

BELLA PUTRI ANDHYNI . Dinamika Pemikiran Sosial, Ekonomi dan Politik 

Cendekiawan Muslim di Era Reformasi (Studi Pada Ikatan Cendekiawan Muslim Se-

Indonesia Pusat), Skripsi, Jakarta, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2017. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran intelektual ICMI di 

Era Reformasi dengan melihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi suatu 

pemikiran. Dengan menggunakan konsep sosiologi pengetahuan Mannheim sebagai 

konsep utama, penelitian ini mengasumsikan bahwa terdapat penurunan peran 

intelektual ICMI di era Reformasi yang disebabkan oleh dua faktor; 1) Determinasi 

Situasional dan 2) Determinasi Eksistensial. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan 

(library research). Penelitian dilakukan sejak bulan Maret-Mei tahun 2017. Data 

didapatkan melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer data didapatkan 

melalui data-data pustaka berupa buku, jurnal dan dokumen sementara sebagai 

sumber sekunder, dilakukan proses triangulasi data dengan melakukan wawancara 

dengan tokoh-tokoh ICMI. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa, ICMI di Era Reformasi melahirkan tiga 

pemikiran, yakni; Produksi Kemampuan Kepemimpinan, Reformasi Ekonomi dan 

Pengembangan SDM berbasis Karakter. Munculnya pemikiran ICMI di Era 

Reformasi merupakan salah satu cara ICMI untuk bertahan di tengah situasi politik 

yang tidak memungkinkan ICMI untuk terlibat dalam ranah yang lebih makro. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, faktor produksi pemikiran ICMI di Era 

Reformasi berdasarkan pandangan Mannheim didasarkan oleh dua faktor, 

diantaranya; 1) Determinasi Situasional, yakni pemikiran ICMI muncul karena 

adanya perubahan pada kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat dan 

perubahan dukungan pemerintah terhadap ICMI yang akhirnya membuat ICMI 

melepaskan diri dari politik, dan 2) Determinasi Eksistensial yang disebabkan karena 

adanya proses declining, stagnasi dan adanya tuntutan terhadap ICMI sebagai aktor 

intelektual untuk terus memproduksi pemikiran. Berdasarkan analisis faktor produksi 

pemikiran inilah dibuktikan bahwa asumsi tentang menurunnya peran intelektual 

ICMI di era Reformasi terbukti benar adanya. 

 

Kata Kunci  : ICMI, Intelektual , Produksi Pemikiran, Reformasi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

BELLA PUTRI ANDHYNI. The Dynamics of Social, Economy and Political Thinking 

of Moslem Intellectuals in the Reformation Era (Case Study: Ikatan Cendekiawan 

Muslim se-Indonesia), Undergraduate Thesis, Jakarta, Sociology Program, Faculty 

of Social Sciences, State University of Jakarta, 2017. 

 

 This research aims to describe ICMIôs intellectual thinking in the Reformation 

era by looking at the factors that affect the production of thought. By using 

Mannheimôs sociology of knowledge as conseptual framework, this research argued 

that there is a decline in the role of ICMI in the era of Reformation caused by two 

factors; 1) Situational Determination and 2) Existential Determination. 

 This research uses library research approach, conducted from March to May 

of 2017. Data were obtained through primary and secondary sources. Primary 

sources of data obtained through literature data in the form of books, journals and 

documents. To perform data validation, this paper uses secondary sources by doing 

data triangulation through interviews with ICMIôs activist. 

 This study shows that, ICMI in the Reform Era produced three thoughts; 1) 

Developing Leadership Capability, 2) Economic Reform and 3) Human Resource 

Development based on Character. The emergence of ICMIôs thinking in the 

Reformation Era is one of ICMI's ways to survive in a political situation that does not 

allow ICMI to engage in more macro spheres. Based on the analysis by using 

Mannheim's concept, there are two factors that affect ICMIôs thinking: 1) Situational 

Determination, where ICMIôs thinking arises because of social, economic and 

political change in the society and changes in government support for ICMI which 

ultimately leads ICMI to break away from politics, and 2) Existential determination 

caused by declining, stagnation and the demands on ICMI as an intellectual actor to 

continue to produce thought. Based on the analysis, the assumption about the 

declining role of intellectual ICMI in the era of Reformation proved true. 

 

Keywords: ICMI, Intellectual, Production of Thought, Reformation 
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MOTTO  

ñWahai Gunung Everest, kami memang belum bisa menaklukkanmu, tapi tahun 

depan kami pasti kembali dan menaklukkanmu. Kami pasti bisa karena kami akan 

lebih baik dan lebih besar dari kamu dan kamu masih tetap akan sebesar ini dan tidak 

akan berkembang lagi.ò 

-Sir Edmund Hillary 

***  

ñAku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik 

daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak 

menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang 

segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi 

nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rizki, tapi tidak menemukan rizki yang lebih 

baik daripada sabar.ò 

 

-Sayyidina Umar Ibn. Khattab 

***  

ñKadang aku harus ditampar sekeras-kerasnya agar aku tahu siapa aku sebenarnya. 

Kadang hatiku harus dipatahkan sepatah-patahnya agar aku tahu seberapa kuat diriku. 

Kadang pula aku harus dijatuhkan sejatuh-jatuhnya agar aku tahu siapa saja yang 

pantas aku percaya. Tapi sebelum itu semua terjadi, akan kupastikan bahwa aku 

mampu mengenal diriku sendiri tanpa harus terlalu banyak ditampar, dipatahkan dan 

dijatuhkan.ò 

      -Bella Putri Andhyni 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Eksistensi umat Islam di Indonesia dalam kehidupan sosial-politik telah 

mengalami pasang naik dan pasang surut sejak periode kemerdekaan Indonesia. 

Pasang naik pengaruh umat Islam berawal dari keterlibatan dalam perumusan Piagam 

Jakarta. Namun, kebangkitan Islam ini hanya berlangsung sementara sampai pada 

tahun 1960, setelah pemerintah secara resmi membekukan partai Masyumi sebagai 

satu-satunya partai Islam pada saat itu. 

Di awal revolusi kemerdekaan, Islam kembali merasa terkhianati karena 

usahanya selama ini untuk mendukung runtuhnya rezim Orde Lama dikhianati oleh 

pemerintah Orde Baru yang berkuasa pada saat itu. Islam yang pada saat itu 

melancarkan dukungannya untuk menurunkan pemerintah Orde Lama melalui tragedi 

G30-S PKI tidak kunjung merasa didukung oleh pemerintah Orde Baru. Berbagai 

kebijakan dinilai tidak mendukung aspirasi umat Islam. 

Hefner mencatat kekecewaan pertama umat muslim pada pemerintah Orde 

Baru adalah pada saat pemerintah mengambil kebijakan untuk menolak 

perehabilitasian partai Masyumi, yang sebelumnya dilarang beroperasi oleh rezim 

Orde Lama.
1
 Selain itu, dalam kurun waktu 1968, pemerintah juga dengan tegas

                                                           
1
 Robert W. Hefner, ñIslam, State, and Civil Society: ICMI and The Struggle for The Indonesian 

Middle Classò, dalam Boston University Journal, Vol. 56 (Boston University, 2003) hlm. 1-36. 

1 

 





2 

 

 

menolak untuk mengakui Piagam Jakarta sebagai pembukaan konstitusi 

nasional yang dengan gagah merepresentasikan harapan Muslim untuk melaksanakan 

syariôah bagi kelompok mereka. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah 

untuk mengkonsolidasikan sembilan partai politik menjadi dua (dengan melakukan 

pengerucutan) pasca Pemilu 1971.
2
 Salah satunya kemudian dijadikan representasi 

umat Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peristiwa berikutnya di 

tahun-tahun pertama Orde Baru hanya memperdalam kekecewaan kalangan umat 

Islam terhadap pemerintah. 

Hefner mencatat beberapa kebijakan yang semakin memperparah hubungan 

antara umat Islam dengan pemerintah adalah apa yang terjadi pada tahun 1973, di 

mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengusulkan untuk mengangkat 

aliran kepercayaan ke dalam status yang sama sebagai "agama", yaitu ke posisi yang 

setara dengan agama-agama monoteistik yang resmi diakui oleh negara Indonesia.
3
 

MPR juga mengusulkan untuk mengadakan penyatuan pada hukum perkawinan dan 

perceraian dengan sangat membatasi wewenang pengadilan Islam.
4
 

Masih pada tahun yang sama, PPP dipaksa untuk membuka peluang anggota 

bagi orang-orang yang berasal dari kalangan non-muslim. Sementara pada tahun 

1984, semua partai politik yang ada diwajibkan untuk menjadikan Pancasila sebagai 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 2. 

3
 Ibid., hlm. 3. 

4
 Saiful Muzani, ñMitos Politik Aliran dan Aspirasi Politik ICMI Modernisò, dalam Jurnal Studia 

Islamika, Vol. 2 No.1 (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1995) hlm. 218. 



3 

 

 

 

asas tunggal organisasi.
5
 Banyaknya ruang gerak Islam yang dibatasi oleh pemerintah 

seolah-olah menunjukkan suatu anggapan bahwa pemerintah pada saat itu tidak 

hanya ingin membatasi ruang gerak masyarakat muslim di ranah politik, tetapi juga 

membatasi pengaruh mereka dalam kehidupan sipil Indonesia yang lebih bersifat 

kultural. 

Namun, surutnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat tidak 

berlangsung lama. Kebangkitan umat Islam secara kultural mulai terlihat kurang lebih 

20 tahun setelah rezim Orde Baru berkuasa, yakni sekitar dekade 1980an. Pada tahun 

ini, Islam seolah menampakkan lagi kekuatan dirinya melalui bangkitnya sejumlah 

kaum intelektual dan cendekiawan muslim yang mempunyai visi mengembangkan 

eksistensi Islam di masyarakat. Khoirun Niam mencatat kebangkitan Islam ini 

dilatarbelakangi oleh mereka, kaum intelektual muslim generasi muda tahun 1970-an 

yang melakukan studi pendidikan tingi dan berhasil lulus dari universitas-universitas 

di luar negeri. 

Khoirun Niam memaparkan sebagian nama intelektual muslim pada saat itu 

berhasil menempuh pendidikan tinggi diantaranya, Nurcholish Madjid, M. Syafiôi 

Maarif dan M. Amien Rais. Adapun generasi yang  menempuh studi di Negara Timur 
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 Robert W. Hefner, Op. cit, hlm. 11. 
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Tengah seperti Abdurrahman Wahid. Sementara, sarjana muslim lulusan Universitas 

di Indonesia salah satunya adalah M. Dawam Rahardjo.
6
 

Meningkatnya jumlah intelektual muslim pada 1980an merupakan suatu 

kemajuan pada masyarakat, di mana pendidikan mulai disadari sebagai hal yang 

penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Sementara, Liddle melihat hal ini sebagai 

akibat dari adanya kebijakan untuk mengirim santri-santri di Indonesia untuk 

menempuh ke luar negeri.
7
 

Bertumbuhnya jumlah intelektual muslim yang dimulai sejak tahun 1971-

1985 akan tercatat secara lengkap sesuai dengan tabel berikut; 

Tabel 1.1. Peningkatan Jumlah Orang Terdidik di Indonesia tahun 1971-1985
8
 

        

Level of 

Education 

1971 1980 1985 

N % N % N % 

SD 75,061,921 93.2 93,042,443 89.2 100,627,003 83.5 

SMP 3,528,603 4.5 6,236,461 6.0 10,674,088 8.9 

SMA 1,645,164 2.0 4,537,175 4.3 8,140,790 6.8 

PT 271,388 0.3 508,173 0.5 938,574 0.8 

Total 80,507,076 100.0 104,324,252 100.0 120,380,485 100.0 

 

Sumber: Syafii Anwar sebagaimana dikutip Oleh Khoirun Niam, 2008. 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat adanya peningkatan jumlah intelektual (atau 

yang dikatakan sebagai orang terdidik) antara tahun 1971, 1980 dan 1985. Pada tahun 

1980, jumlah orang terdidik mengalami peningkatan sebanyak 23.817.176 orang 

                                                           
6
 Khoirun Niam, ñMuslim Intellectuals in The Twentieth Century Indonesia: a Socio-political and 

Educational Contextò, dalam Journal of Indonesian Islam, Vol. 2 No. 1 (Lembaga Studi Agama dan 

Sosial IAIN Sunan Ampel, 2008) hlm. 39-68. 
7
 Liddle, William, ñThe Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanationò, dalam The Journal of 

Asian Studies, Vol. 55 No. 3 (Cambridge University Press, 1996) hlm. 613-634. 
8
 Khoirun Niam, Op. cit, hlm. 51. 
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dibanding periode tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 1985, jumlah orang 

terdidik kembali mengalami peningkatan sebesar 16.056.233 dibanding tahun 

sebelumnya. 

Berdasarkan peningkatan yang ditunjukkan dalam 15 tahun masa Orde Baru 

dapat di lihat bahwa pertumbuhan pada jumlah intelektual adalah pertumbuhan yang 

cukup besar, dinilai dari peningkatan yang dialami pada tiap jenjang pendidikannya 

yang tidak menunjukkan adanya penurunan. 

Fenomena meningkatnya jumlah intelektual/cendekiawan muslim di 

Indonesia di tahun 1980-an menurut Khoirun Niam diikuti dalam tiga momentum 

penting. Pertama, adalah pada munculnya analisis kritis melalui penulisan artikel 

maupun presentasi ide-ide dalam seminar maupun forum diskusi. Kedua, 

mengembangnya ide-ide masyarakat untuk membangun sebuah model perbaikan 

masyarakat, dan Ketiga, adalah inovasi dalam karya-karya profesional terutama 

dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, pendidikan, manajemen, akuntansi, 

jurnalisme, dan hukum.
9
 

Berdasarkan argumen di atas dapat dilihat bahwa munculnya Islam di 

Indonesia merupakan salah satu produk dari intelektual muda pada saat itu yang 

berusaha memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan kembali kepercayaan 

pemerintah akan nilai-nilai Islam.  Dari nama-nama intelektual muda tersebut, 

menurut Hefner nama Nurcholish Madjid lah yang paling  banyak menuai perhatian 
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setelah gagasan ñsekularisasiò komitmen yang disuarakannya mengundang banyak 

kritik, terutama dari intelektual generasi sebelumnya.
10

 

Madjid mengatakan bahwa komunitas Muslim telah menanggung banyak 

tanggung jawab atas kegagalan untuk mencapai pengaruh politik di bawah Orde 

Baru. Sebagaimana yang dikutip Hefner,  Madjid melihat tahun 1950an sebagai tahun 

yang sulit bagi berbagai komunitas muslim pada saat itu, terutama dalam 

ketidakmampuan mereka untuk menangkap hati dan pikiran sebagian besar 

masyarakat Indonesia.
11

 Daripada menghidupkan kembali inisiatif yang gagal, 

komunitas Muslim harus mengembangkan organisasi baru yang mampu 

memenangkan simpati moral semua umat Islam Indonesia. 

Hefner juga berusaha menjelaskan respon Madjid tentang kondisi umat 

muslim pada saat itu. Menurut Madjid, daripada menyia-nyiakan waktu mereka di 

pertengkaran ideologi dan petualangan politik yang sembrono. Daripada mengutuk 

kebijakan pemerintah sebagai bukti dari bias terhadap umat Islam, lebih baik muslim 

mulai bereaksi dengan cara yang lebih berani dengan mengejutkan kepemimpinan 

dalam cara-cara baru.
12

 

Dampak dari semangat keislaman yang ditunjukkan oleh generasi muslim 

pada saat itu cukup untuk dijadikan alasan bagi tumbuhnya organisasi Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (selanjutnya disingkat ICMI) dan berbagai 

organisasi intelektual lainnya di masyarakat. 

                                                           
10

 Robert W. Hefner, Op. cit, hlm. 7. 
11

 Ibid., hlm. 5. 
12

 Ibid., hlm. 7. 
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Seremonial pemukulan bedug yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada 

saat itu merupakan momentum baru yang mencatat sejarah diterimanya kembali 

Islam di masyarakat melalui ICMI sebagai organisasi cendekiawan pertama yang 

disetujui oleh presiden Soeharto. Walau kemunculannya tercatat menimbulkan 

banyak pro dan kontra, kelahiran ICMI pada tahun 1990 tetap dimaknai sebagai salah 

satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap Islam. 

Organisasi ICMI yang mulanya digagas oleh lima mahasiswa Universitas 

Brawijaya Malang atas keprihatinan pada situasi terpecah belahnya suara 

cendekiawan muslim pada saat itu tidak terlepas dari peran beberapa tokoh 

cendekiawan yang cukup banyak terlibat di dalamnya, yaitu Immaduddin, Nurcholish 

Madjid, Ratu Perwiranegara dan kawan-kawan. Tokoh-tokoh ini yang pada akhirnya 

berhasil mengantongi nama Prof. Dr.-Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai ketua 

umum yang pertama sekaligus restu Presiden Soeharto sehingga ICMI diizinkan 

berdiri. 

Sementara, di tengah pro dan kontra yang dialami oleh ICMI di masa awal 

berdirinya, atau ditengah munculnya pertanyaan atas alasan tindakan Soeharto untuk 

menyetujui ICMI, disadari atau tidak, ICMI telah berhasil membukakan jalan bagi 

tersampaikannya aspirasi masyarakat muslim pada saat itu. Seluruh anggota ICMI 

yang terdiri dari intelektual muslim ini yang kemudian dengan pemikiran-

pemikirannya melahirkan wacana maupun gerakan yang selanjutnya mereka 

implementasikan dalam ICMI sebagai wujud aspirasi masyarakat muslim. 
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Perjalanan ICMI setelah beberapa tahun berdirinya telah berhasil menciptakan 

optimisme di kalangan cendekiawan dan masyarakat muslim. Terutama setelah 

disahkannya kebijakan UU Peradilan Islam, UU Pendidikan Nasional hingga 

didirikannya Bank Muamalat Nasional,
13

 yang di mana ketiganya tidak terlepas dari 

peran intelektual ICMI. Sementara, sebagai organisasi yang baru berdiri, ICMI 

diharapkan dapat mempertahankan pemikiran-pemikiran yang visioner terhadap 

eksistensinya di masyarakat. 

Hal ini menjadi penting karena banyak organisasi-organisasi yang pada 

awalnya sangat berpengaruh namun karena tidak dapat menyesuaikan pada tantangan 

zaman, akhirnya harus terpinggirkan dan hilang dengan sendirinya di masyarakat.  Ini 

yang kemudian menjadi sumber kekhawatiran dari banyak pengamat dan 

cendekiawan muslim terhadap ICMI, mengingat cukup besarnya pengaruh ICMI di 

awal Orde Baru, banyak pihak yang pada akhirnya menunggu keberlanjutan ICMI 

kedepannya di masyarakat. Sementara ICMI lahir dalam keadaan yang rentan konflik, 

lantas bagaimana akhirnya ICMI tetap dapat memproduksi berbagai wacana dan 

pemikiran di tengah situasi pemerintah yang sudah mulai stabil, yakni di era 

Reformasi. 

Penelitian ini berangkat dari adanya ketertarikan peneliti dalam memahami 

bentuk dinamika pemikiran ICMI yang diciptakan setelah euforia kebangkitan Islam 

di masa Orde Baru. Penelitian ini mengambil waktu di masa Reformasi. Tujuannya 
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 Haniah Hanafie, 1996, ICMI sebagai Kelompok Kepentingan, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, hlm. 8. 
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sekaligus berusaha menjawab kekhawatiran berbagai tokoh yang penasaran untuk 

melihat bentuk pemikiran ICMI setelah Indonesia berhasil melewati era Orde Baru 

yang berganti dengan era Reformasi di mana situasi masyarakat lebih stabil, terutama 

dalam tatanan politik. 

Penelitian ini juga berusaha melihat proses produksi pemikiran yang 

diciptakan ICMI dan kaitannya dengan pemikiran-pemikiran ICMI di masa-masa 

sebelumnya yang dikenal sebagai organisasi intelektual yang sangat berpengaruh. 

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari pertanyaan yang 

sampai saat ini masih dimunculkan terkait dinamika peran yang dimainkan ICMI, 

apakah terdapat pola perubahan dari pemikiran ICMI dan apakah ICMI tetap 

konsisten terhadap nilai-nilainya. 

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi 

pengetahuan Mannheim dan konsep intelektualisme Gramsci. Sementara, teori 

produksi pemikiran Mannheim digunakan untuk melihat proses produksi pemikiran 

yang dilakukan oleh ICMI dan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya 

pemikiran tersebut. Di mana dalam gagasannya, Mannheim mengemukakan lima 

dimensi yang dapat mengetahui bagaimana produksi pengetahuan/pemikiran 

dilakukan. 

Sementara Konsep intelektual Gramsci akan digunakan untuk menganalisis 

peran cendekiawan ICMI dalam mewujudkan aspirasi masyarakat muslim. Dalam 

intelektual Gramsci dikenal istilah intelektual organik, di mana sebutan ini ditujukan 

bagi  mereka yang mampu merasakan emosi, semangat dan apa yang dirasakan 
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masyarakat tertentu dan memihak kepada mereka dengan melakukan suatu gerakan 

sosial sebagai kekuatan atau daya kolektif bagi perubahan sosial. Konsep intelektual 

Gramsci akan digunakan untuk melihat apakah kaum intelektual/cendekiawan 

muslim ICMI berhasil memainkan perannya sebagai kelompok intelektual yang bebas 

dan merepresentasikan masyarakat muslim. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Penelitian tentang ICMI sebelumnya pernah dilakukan oleh Haniah Hanafie 

melalui Tesisnya dengan judul ICMI sebagai Kelompok Kepentingan yang 

diterbitkan oleh Universitas Indonesia. Penelitian lain yang juga mengambil 

kajiannya pada gerakan intelektual ICMI adalah penelitian Asrulsani Habib melalui 

Tesisnya yang berjudul Perkembangan masyarakat madani di era Reformasi 

kaitannya dengan ketahanan nasional: studi kasus ICMI dan the Habibie Center 

serta tesis Fuadi Mardatillah yang berjudul Intellectual Responses to The 

Establishment of Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 1990-1995. 

Sementara dalam tulisan skripsi, penelitian tentang ICMI juga telah dilakukan 

oleh Hasmi Wahyudi yang berjudul ICMI proses berdirinya surat kabar Republika 

(1992-1993) dan Usman yang berjudul Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia 

(ICMI) dalam pembangunan ekonomi rakyat tahun 1991-2000. 

Jika ditinjau berdasarkan objek penelitian, penelitian tentang dinamika 

pemikiran sebelumnya juga telah dikaji dalam tesis Sumarno dengan judul Dinamika 

Pemikiran dan Aksi Politik Amien Rais dan tesis Bambang Imam Eka Respati Sabirin 

http://lib.ui.ac.id/detail?id=83469&lokasi=lokal
http://lib.ui.ac.id/detail?id=83469&lokasi=lokal
http://lib.ui.ac.id/detail?id=20157109&lokasi=lokal
http://lib.ui.ac.id/detail?id=20157109&lokasi=lokal
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yang berjudul Lajur Kanan sebuah Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan 

(Studi Kasus: Gerakan Darul Islam 1940-1962). 

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan tentang ICMI, sebagian besar 

lebih banyak mengangkat topik seputar respon kemunculan ICMI pertama kali di 

masyarakat, baik yang melihat pada respon intelektual, analisis program maupun 

alasan-alasan politik ICMI. Sementara dalam studi dinamika pemikiran, belum ada 

yang mengambil kaitan antara pemikiran organisasi Islam dalam konteks era Orde 

Baru dan Reformasi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengambil 

fokus pada adanya dinamika pemikiran ICMI di era Reformasi. Penelitian ini juga 

sekaligus melihat ada atau tidaknya pemikiran-pemikiran baru yang muncul setelah 

berakhirnya proses politik yang panjang di era Soeharto tersebut. Peneliti juga 

berusaha menganalisis apakah anggota ICMI sebagai kaum intelektual organik telah 

berhasil melakukan perannya serta bagaimana pemikiran-pemikiran ICMI di masa 

tersebut bisa diproduksi sesuai dengan analisis pada konsep sosiologi pengetahuan 

Karl Mannheim. Terakhir penelitian ini juga berusaha untuk melihat konsistensi 

ICMI terhadap nilai-nilai yang telah disepakati sejak awal. 

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan-

pertanyaan berikut; 

1. Bagaimana kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia di era Reformasi? 
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2. Dampak sosial, politik dan ekonomi apa saja yang terjadi atas konstruksi 

pemikiran ICMI pada era Reformasi tersebut? 

3. Bagaimana pemikiran ICMI dilihat dari teori produksi pengetahuan 

Mannheim dan konsep intelektual Gramsci? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan profil organisasi ICMI dan 

keadaan sosial politik di masa kelahirannya. Dengan melihat pengaruh ICMI pada 

sosial dan politik masa Orde Baru, peneliti akan menggali apakah masih terdapat 

pengaruh sosial, ekonomi dan politik serupa dalam situasi pemerintahan yang berbeda 

dibandingkan zaman Orde Baru. Selanjutnya, analisis akan dilakukan dengan teori 

sosiologi yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

Adapun secara khusus, tujuan dilakukannya penelitian antara lain: 

1. Menguraikan kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia di era Reformasi 

yang menjadi konteks determinasi situasional dalam pemikiran ICMI, 

2. Menelaah bentuk pemikiran yang terkonstruksi oleh ICMI untuk menghadapi 

situasi dan kondisi yang terjadi di era Reformasi, 

3. Menganalisis produksi pemikiran ICMI di Era Reformasi dilihat dari konsep 

teori produksi pengetahuan Mannheim dan intelektual Gramsci. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bermaksud untuk memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan mengenai kehidupan sosial, ekonomi, politik Indonesia dan dinamika 
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kehidupan umat Islam serta gagasan yang berhasil diciptakan dalam pengaruhnya 

terhadap sosial politik masyarakat. Kontribusi ini berusaha diciptakan dengan 

melakukan sebuah pemetaan pada pemikiran ICMI, sebagai organisasi yang di awal 

berdirinya sangat berpengaruh dalam membawa nilai-nilai Islam kembali ke tengah. 

Penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi jawaban dalam 

melihat kontribusi ICMI di masa kontemporer. Penelitian tentang ICMI juga 

dilakukan mengingat uniknya kemunculan ICMI dan pengaruhnya yang banyak 

ditulis dalam karya-karya pengamat politik, cendekiawan bahkan pengamat muslim. 

Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian tersebut adalah : 

1. Pada hasil penelitian yang dihasilkan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam perkembangan khazanah ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan 

gerakan intelektual dari masa ke masa. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti maupun 

pembaca dalam membangkitkan semangat dalam mempelajari kajian 

pemikiran. 

3. Sebagai wahana untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam 

membuat suatu penelitian/karya ilmiah. 

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis 

 Untuk membantu proses penelitian, peneliti menggunakan beberapa bahan 

pustaka yang dianggap dapat membantu proses penelitian yang berkaitan dengan 

subjek dan objek penelitian, yaitu tentang organisasi ICMI dan dinamika pemikiran. 
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Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa penelitian dari 

penelitian sebelumnya yang dapat membantu proses penelitian yang dilakukan. 

 Pertama, tesis Haniah Hanafie yang berjudul ICMI sebagai Kelompok 

Kepentingan.
14

 Fokus penelitian tesis ini adalah mengungkapkan alasan kemunculan 

ICMI ditengah otoritarianisme rezim Orde Baru sebagai kelompok intelektual yang 

bergerak berdasarkan nilai-nilai keIslaman sekaligus sebagai organisasi dengan nama 

Islam pertama yang mendapatkan dukungan yang cukup besar dari pemerintah 

Soeharto. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Birokrasi 

Politik dan konsep Kelompok Kepentingan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif dan metode deskriptif analitis sebagai cara menggambarkan data. Sementara 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan snowball dan purposive sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Haniah Hanafie menunjukkan bahwa: 

ICMI merupakan kelompok kepentingan dalam perannya mempengaruhi kebijakan 

pemerintah dengan cara memberikan masukan-masukan baik melalui perwakilan 

maupun elit politik. Kelahirannya juga disebutkan bukan merupakan produk rekayasa 

pemerintah, melainkan benar-benar langsung murni dari bawah. Kemunculan ICMI 

dinilai sebagai salah satu wujud aspirasi dari kelompok masyarakat yang merindukan 

keberadaan nilai-nilai Islam dalam sistem politik di Indonesia. Dalam partisipasinya 

di ranah politik, keberadaan ICMI diakui belum mandiri karena masih bergantung 

kepada peran pemerintah. Ketidakmampuan ICMI juga dianggap karena terlalu 

bergantung kepada sosok Habibie. Namun munculnya ICMI bukanlah merupakan 

alat politik, melainkan langsung dari masyarakat. Sehingga bukan mustahil bagi 

ICMI untuk membuktikan pengaruhnya pada kehidupan sosial politiknya secara lebih 

besar. 

 Argumen Haniah Hanafie yaitu dengan melihat ICMI sebagai suatu kekuatan 

ñkelas menengah muslimò yang diharapkan mampu memahami dan mengangkat 

nilai-nilai Islam sebagai konsep ilmu pengetahuan yang menandingi konsep 
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pengetahuan yang berkembang saat ini. Dalam gerakan ini, kalangan menengah Islam 

dianggap dapat lebih mandiri dan bebas dalam menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka. 

Peneliti Haniah Hanafie melihat adanya dua faktor yang menyebabkan didirikannya 

ICMI, Pertama, adanya kesadaran pada kaum terdidik untuk ikut memikirkan 

masalah pembinaan umat Islam di Indonesia dan Kedua, adanya kesadaran 

pemerintah sebagai pemegang pucuk kepemimpinan untuk menerima Islam.
15

 

Mengenai partisipasinya di ranah politik, keberadaan ICMI diakui belum 

mandiri karena masih bergantung kepada uluran tangan pemerintah. Dari segi subjek 

penelitian, tulisan ini memberikan kesempatan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji 

aspek lain dari badan ICMI. Sehingga di penelitian-penelitian selanjutnya dapat 

ditemukan hasil yang lebih kompleks seputar penelitian tentang ICMI. 

 Kedua, tesis yang ditulis oleh Fuadi Mardatillah yang berjudul ñIntellectual 

Responses to The Establishment of Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 

1990-1995ò.
16

 Penelitian ini berusaha melihat bentuk respons kaum intelektual dalam 

menyikapi kemunculan ICMI di masyarakat. ICMI sebagai kelompok yang langsung 

didukung oleh pemerintah Orde Baru ini di masanya dinilai banyak menuai pro-

kontra mulai dari alasan pendiriannya, maupun anggapan masyarakat yang 

mengatakan adanya rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk mempertahankan 

kekuasaannya. Dalam menganalisis tesisnya, peneliti Fuadi Mardatillah 
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 Ibid., hlm. 85. 
16

 Fuadi Mardatillah, 1997, Intellectual Responses to The Establishment of Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) 1990-1995, Tesis, Fakultas Sastra dan Ilmu Pengetahuan, Tidak diterbitkan, 

McGill University. 
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menggunakan teori idea Hegel. Dalam pengumpulan data, digunakan metode 

wawancara. Sementara dalam menguraikan data, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. 

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuadi Mardatillah, 

menunjukkan bahwa: 

Kemunculan ICMI tidak terlepas dari adanya fase religiusitas yang ada di masyarakat. 

Pembentukan ICMI telah banyak dilihat sebagai produk dari perkembangan intelektual 

muslim Indonesia dan kebangkitan Islam di Nusantara serta munculnya kelas menengah 

Indonesia sehingga memiliki potensi lebih untuk menciptakan kekuatan pada masyarakat 

sipil. Meskipun ICMI tampaknya berada di bawah sayap sektor tertentu, ICMI berusaha 

meningkatkan upayanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim dan 

memberdayakan umat Islam dalam memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan 

nasional. Pembentukan ICMI itu pada umumnya dianggap sebagai produk dari tiga faktor
17

. 

Faktor pertama adalah kebangkitan Islam sosio-budaya, dilambangkan dengan transformasi 

struktural masyarakat muslim melalui peningkatan pendidikan sehingga ini mengakibatkan 

peningkatan derajat pada masyarakat, serta adanya perbaikan pada standar ekonomi 

masyarakat yang memungkinkan mereka untuk membentuk strata sosial baru. Faktor kedua 

adalah proses Islamisasi berlangsung dari pemerintahan dan birokrasi. Faktor ketiga adalah 

dukungan pemerintah terhadap ICMI yang mungkin pada akhirnya bertujuan untuk 

mengontrol Islam. Pada akhirnya, kemunculan ICMI menimbulkan berbagai tanggapan. 

Tetapi apapun fenomena yang melatarbelakanginya, kehadiran ICMI disambut cukup banyak 

dukungan dari masyarakat muslim Indonesia. 

 

Fuadi Mardatillah memaparkan bahwa kemunculan ICMI di masa Orde Baru 

tidak terlepas dari adanya pengaruh spiritualitas manusia, yang diantaranya dibagi 

menjadi tiga tahap, yakni: Pertama, Tahap iman, adalah ketika orang hanya 

melakukan tugas agama yang diterima oleh individu atau seluruh masyarakat sebagai 

tugas yang diperlukan tanpa mengetahui pemahaman rasional dari makna dan tujuan 

tugas tersebut. Kedua, Tahap pemikiran yang terjadi adalah ketika orang mulai 

mengerti makna dari tindakan agama yang dilakukannya dan Ketiga, Tahap 
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penemuan, adalah ketika orang-orang percaya mencoba untuk berhubungan dengan 

realitas yang dia percaya tersebut.
18

 

Kemunculan ICMI dapat dikatakan sebagai puncak dari upaya panjang 

cendekiawan Muslim untuk mendirikan sebuah organisasi intelektual formal setelah 

mengalami tekanan yang cukup panjang. Di satu disi, kelahiran ICMI membuat Islam 

seperti dijadikan alat dalam memepertahankan status quo. Namun di sisi lain juga 

dianggap sebagai bentuk transformasi oleh para pemikir Islam. 

Adanya pergeseran pada orientasi politik menyebabkan terwujudnya suatu 

entitas politik Islam, yang lebih banyak meletakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari semua faktor-faktor ini, salah satu cenderung untuk percaya bahwa 

ICMI merupakan perwujudan komitmen religius dari masyarakat Muslim Indonesia, 

kekuatan dan kebangkitan selama dekade terakhir. 

Penelitian Ketiga adalah penelitian jurnal yang dilakukan oleh Saiful Muzani 

dalam Jurnal Studia Islamika yang berjudul Mitos Politik Aliran dan Aspirasi Politik 

ICMI Modernis.
19

 Tulisan ini merupakan sebuah review nya pada tulisan Adam 

Schwarz dalam pada bukunya tentang sejarah pembentukan Indonesia sebagai 

Negara-bangsa, serta berbagai momentum yang terjadi sepanjang akhir dekade 80-an 

dan awal 90-an, seperti naiknya presiden Soeharto ke puncak panggung politik 

Indonesia, pembangunan ekonomi, masalah ketegangan antar-ras, akomodasi aspirasi 
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umat Islam dan masalah timor-timur. Dekade 80-90an ini yang kemudian menjadi 

tahun bangkitnya intelektual dan pemikiran Islam di masyarakat. Sementara 

kemunculan ICMI sebagai organisasi intelektual tidak terlepas dari tokoh-tokoh 

intelektual pada masa itu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saiful Muzani, ditemukan 

bahwa: 

Kebangkitan Islam, atau yang dikenal dengan istilah revivalisme Islam terjadi 

berdasarkan dua faktor, diantaranya: 1) Faktor Politik dan 2) Faktor Keagamaan. 

Dalam faktor politik, Islam berusaha dimunculkan sebagai pandangan yang relevan 

dengan dunia modern. Sementara dalam unsur keagamaan, Islam berusaha dijadikan 

landasan hidup masyarakat. Keberadaan ICMI juga merupakan suatu bentuk 

revivalisme Islam dengan menggunakan kelompok intelektual sebagai aktor utama. 

Namun dalam kelompok ICMI sendiri ditemukan beberapa kelompok yang berasal 

dari latar yang berbeda-beda. Pertama, adalah kelompok birokrat atau teknolog 

pemerintah yang bekerja di bawah pengaruh Habibie di BPPT, dan ditambah dengan 

para pemimpin Golkar, sejumlah profesor, penguasaha dan sejumlah menteri kabinet. 

Kedua, kelompok pemimpin dan pemikir Muslim moderat yang berharap ICMI 

betul-betul berperan sebagaimana mestinya, yakni forum intelektual di mana Islam 

dikaji dan disosialisasikan sebagai kekuatan sosial yang positif. Pihak-pihak yang 

masuk kelompok ini antara lain Nurcholish Madjid, Emil Salim, dan Sucipto 

Wirosardjono. Ketiga, kelompok digeneralisasi sebagai kelompok pemimpin Muslim 

non-pemerintah. Mereka ini yang dianggap punya rencana-rencana ambisius dengan 

ICMI, dan menginginkan alat politik yang lebih aktif sebagai representasi dari 

aspirasi kelompok Muslim modernis. Kelompok ini antara lain, M. Amin Rais, Sri 

Bintang Pamungkas, M. Dawam Rahardjo, Amin Aziz, Vatik Pratiknya, Adi Sasono, 

Lukman Harun, Nasir Tamara, dan Immaduddin Abdurrahim. Kelompok ketiga ini 

yang kemudian menganggap diri mereka sebagai ICMI yang sesungguhnya. 

Sementara, lahirnya ICMI juga berusaha untuk memperbaiki kondisi sosial dan 

ekonomi umat Islam Indonesia. Fokus mereka adalah menjadikan Islam lebih sebagai 

landasan etik bagi kehidupan modern sekaligus membuktikan bahwa Islam bukanlah 

agama negara terbelakang sekaligus sebagai usaha dalam menciptakan perubahan 

untuk perbaikan status umat Islam di masyarakat.
20

 

Melalui tulisan ini, Saiful Muzani berargumen bahwa Islam tidak mungkin 

menafikan pentingnya proses politik untuk menyampaikan aspirasinya. Saiful Muzani 
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dengan mengutip Schwarz mengatakan bahwa kekuatan politik bukan hanya 

dibutuhkan bagi perubahan sosial-ekonomi, tapi juga sesuatu yang patut diperoleh 

umat Islam karena memang mereka mayoritas di negeri ini. 

Schwarz sebagaimana yang dikutip Saiful juga menjelaskan apa yang akan 

dilakukan ICMI kalau ia berkuasa. Menurutnya, kelompok ICMI menginginkan agar 

pemerintah mengakui Islam sebagai petunjuk bagi perilaku politik dan secara jujur 

dan terbuka berusaha memasukkan nilai-nilai dan pandangan-pandangan Islam ke 

dalam kebijakan publik. Kelompok ini yang kemudian dikatakan sebagai kelompok 

ICMI modernis yang menginginkan kekuasaan yang lebih demokratis di Indonesia.
21

 

Menurut mereka, nilai-nilai Islam pada dasarnya demokratis dan apabila diterapkan 

secara sungguh-sungguh akan membentuk warga negara Indonesia dengan hak-hak 

politik yang lebih besar. 

Keempat, penelitian tesis Sumarno dengan judul Dinamika Pemikiran dan 

Aksi Politik Amien Rais.
22

 Konteks dari penelitian ini adalah untuk memahami 

kehidupan politik salah satu tokoh kenamaan ICMI dalam kaitannya dengan politik. 

Penelitian ini juga berangkat dari adanya perubahan arus pemikiran Amien Rais yang 

sebelumnya berasaskan pada prinsip moral intelektual menjadi erat kaitannya dengan 

politik setelah pemerintahan Soeharto turun. Penelitian ini kemudian memfokuskan 

pada tiga fase kehidupan Amien Rais yang pada akhirnya dapat dilihat bentuk 

perubahan, dinamika dan modifikasi bahkan inkonsistensi pemikiran Amien Rais. 

                                                           
21

 Ibid., hlm. 229. 
22

 Sumarno, 2000, Dinamika Pemikiran dan Aksi Politik Amien Rais, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia. 



20 

 

 

Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Sementara untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan, penelitian 

mengumpulkan data dengan menggunakan dua cara, yaitu: studi kepustakaan dan 

observasi lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif 

yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan interpretasi yang tetap berpedoman 

pada kerangka teori yang digunakan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarno, menunjukkan bahwa: 

Dalam kehidupan politiknya, Amien Rais adalah salah satu tokoh intelektual yang 

mengalami cukup banyak perubahan setelah jatuhnya Soeharto. Ia yang sebelumnya 

dengan bangga mengusung nilai Islam dalam setiap gagasannya, serta terkenal 

sebagai pengkritik pemerintah yang dinilai cukup tegas, terutama dalam hal 

pencapaian nilai-nilai Islam, mulai beralih fungsi menjadi tokoh politik yang terbukti 

berhasil mendirikan salah satu organisasi partai lintas agama, yaitu Partai Amanat 

Nasional (PAN). Pengkhayatan Amien terhadap problematika bangsanya, 

mendorongnya untuk merumuskan paradigma baru berjuangan dalam ruang lingkup 

yang lebih luas, inklusif dan lintas golongan. Pada akhirnya, Amien Rais muncul 

sebagai representasi Islam politik generasi baru yang modernis dan berbeda, bahkan 

berusaha ñmemutusò kaitan historis-ideologis dengan Islam politik generasi lama 

yang serba formalistik, legalistik dan mementingkan simbolisme Islam dan politik, 

sebagaimana yang tercermin pada tokoh-tokoh intelektual sebelumnya. Adapun 

bentuk pemikiran yang diciptakan oleh Amien Rais dibagi menjadi lima, yakni: 1) 

Tauhid Sosial yang meliputi, Teologi Pembebasan dan Teologi Politik Amien Rais. 

2) Moralitas Politik yang meliputi, Etika Politik, High Politics, Low Politics. 3) 

Kekuasaan Politik yang meliputi, Kekuasaan sebagai Amanat, Kekuasaan dan 

Tunakuasa, Desakralisasi Kekuasaan dan Sirkulasi Kekuasaan. 4) Hubungan Agama 

dan Negara yang meliputi, Diskursus Islam dan Negara, Kontroversi Negara Islam, 

Integralisme Islam dan Prinsip-prinsip Negara dalam Islam, dan 5) Demokrasi yang 

meliputi, Nilai-nilai Demokrasi, Demokrasi Orde Baru, Wacana Demokrasi Islam 

dan Politik Representasi. 

Melalui tesisnya, Sumarno mengungkapkan bahwa pemikiran politik yang 

muncul dalam suatu masyarakat didasarkan pada adanya refleksi ikhtiar yang 

dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam mencari dan membentuk suatu sistem 

politik yang menurut pandangan mereka dianggap ideal, sebagai mekanisme yang 
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mengatur tata cara atau pola kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang mereka 

dambakan.
23

 Sementara, setiap pemikir itu memiliki persepsi tersendiri tentang 

realitas sosial yang tengah di hadapi di masyarakatnya dan mempunyai konsep ideal 

yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dikemukakan. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa seorang pemikir adalah mereka yang senantiasa 

berusaha untuk memahami problematika masyarakatnya dan mencoba menawarkan 

alternatif yang dianggap baik untuk menyelesaikan problem tersebut. 

Penelitian Kelima, adalah penelitian tesis Bambang Imam Eka Respati Sabirin 

yang berjudul Lajur Kanan sebuah Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan 

(Studi Kasus: Gerakan Darul Islam 1940-1962).
24

 Penelitian ini difokuskan pada 

Pemikiran dan Aksi Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan mengaitkan dengan 

pembentukan KPK-PSII, Institut Suffah dan Peristiwa Konferensi Cisayong 1948 

sehingga terbentuk Negara Islam. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif tentang dinamika pemikiran Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo 

dan aksi gerakan Darul Islam terutama dalam kaitannya dengan Konferensi Cisayong 

1948 dengan pemikiran awal dan aksi selanjutnya yang berhubungan dengan 

dinamika Pemikiran S.M Kartosoewiryo tentang ñBintang-Bulanò. 
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Penelitian ini dilakukan dengan membatasi wilayahnya pada Jawa Barat, 

terutama daerah Priangan sebagai objek telaah. Sementara periode yang diteliti adalah 

tahun 1940 sampai dengan tahun 1962. Adapun teori yang digunakan dalam 

penelitian tesis ini adalah teori aksi kolektif (collective action). Sementara metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan strukturis, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber sejarah sebagai 

bahan utama dalam menganalisis data. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Imam Eka Respati 

Sabirin adalah; 

Gagasan Kartosoewirjo untuk mendirikan sebuah Negara Islam sebelumnya sudah 

ada sejak zaman penjajahan Belanda. Gagasan tersebut sudah dilakukan sebelumnya 

oleh Diponegoro ketika hendak mendirikan sebuah Negara Islam melalui organisasi 

KPK-PSII, Institut Suffah, Majelis Islam hingga terbentuknya NII. Sementara 

Kartosoewiryo semasa hidupnya selalu berusaha untuk menciptakan pertentangan 

dengan segala keputusan kolonial Belanda. Menurutnya, ada tujuh tahap Perjuangan 

Jangka Panjang bagi gerakan Islam. 1) Mengadakan ñNegara Islam Indonesiaò 2) 

Merebut Negara basis 3) Membentuk Daulah Islamiyah 4) NII harus menjadi terkuat 

di Asia 5) Dakwah antara Negara, Koalisi dengan Negara-Negara Islam 6) Ekspor 

Revolusi Islam dan 7) Terbentuknya Khalifah Fil Ardhi (Pemerintahan Islam Dunia). 

Dari pemikirannya inilah Kartosoewiryo berusaha merealisasikan cita-citanya dan 

membuat gerakan Darul Islam dapat didirikan.
25

 

Tulisan tersebut menjelaskan bagaimana munculnya Kartosoewiryo sebagai 

tokoh yang dengan pemikirannya mewariskan cita-cita Diponegoro di zaman sebelum 

kemerdekaan untuk mendirikan sebuah Negara Islam. Menurutnya, dengan ketujuh 

langkah jangka panjang tersebut, cita-cita untuk mendirikan sebuah Negara Islam 

merupakan sesuatu yang dapat diraih, terlebih dari produk pemikirannya ia berhasil 
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melahirkan gerakan Darul Islam dalam siatuasi politik yang tengah bergelora 

terhadap revolusi nasional. Kartosoewiryo meyakini bahwa cita-cita Islam tersebut 

akan terlaksana, walaupun banyak lawan yang akan menentangnya. 

Selama memperjuangkan gagasannya, Kartosoewiryo tidak menunjukkan 

konsepsi yang utuh tentang bentuk Negara dan masyarakat yang dicita-citakannya, 

melainkan lebih menunjukkan bagaimana proses terbentuknya Negara Islam dari 

tahap ke tahap sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Bambang Imam Eka Respati 

Sabirin, kesamaan dengan peneliti adalah pada konsep dinamika pemikiran dan 

kaitannya terhadap kehidupan dan cita-cita masyarakat. Jika peneliti Bambang 

menggunakan pemikiran suatu tokoh untuk membentuk gerakan dan cita-cita Negara 

Islam, peneliti berusaha mengkaji dinamika pemikiran dalam kaitannya dengan 

organisasi dan politik. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, penelitian tentang 

dinamika pemikiran dapat dilakukan dalam cakupan yang lebih banyak. 

Diantara persamaan yang terdapat pada kelima penelitian tersebut, baik dalam 

subjek organisasi yang dibahas, maupun konteks objek penelitian, yakni dinamika 

pemikiran, terdapat perbedaan-perbedaan yang melatarbelakangi penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan tinjauan pustaka di atas. Pertama, pada konteks waktu 

yang diambil. Tiga penelitian tentang ICMI sebelumnya mengambil waktu di awal 

kemunculan ICMI, yaitu sekitar lima sampai tujuh tahun setelah ICMI berdiri. Hal ini 

dapat dilihat pada tahun terbitnya tulisan-tulisan tersebut, yakni berada pada kisaran 
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tahun 1995-1997. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti mengambil waktu 

pada era Reformasi, yang berarti dimulai sejak delapan tahun setelah ICMI berdiri 

hingga saat ini. 

Kedua, beberapa penelitian tentang ICMI cenderung membahas dari sudut 

pandang kemunculan dan motif lahirnya organisasi ICMI dan kaitannya dengan 

politik. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti berusaha mengambil fokus yang 

berbeda, yakni pada dinamika pemikiran ICMI di era reformasi yang tidak hanya 

sebatas pada sektor politik, melainkan juga membahas pada sektor ekonomi dan 

sosial. 

Ketiga, pada penelitian sejenis yang sama-sama membahas dinamika 

pemikiran, yakni seperti pada penelitian Sumarno yang melihat pada dinamika 

pemikiran tokoh, dan persamaan terlihat pada penelitian Bambang, di mana subjek 

bahasannya sama-sama menggunakan nama organisasi. Perbedaannya adalah pada 

konsep dan teori yang digunakan, di mana keduanya lebih menitikberatkan kajian 

pemikiran dengan melihat pada konteks politik, sementara penelitian yang dilakukan 

peneliti menggunakan sudut pandang yang lebih luas, yakni mencakup urusan sosial 

dan ekonomi. 

Secara lebih lanjut persamaan dan perbedaan kelima tinjauan pustaka tersebut 

dengan penelitian skripsi yang dilakukan peneliti akan berusaha dijabarkan secara 

detail dalam tabel berikut; 
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Tabel 1.2. Perbandingan Telaah Pustaka 

No Peneliti Tahun 

Publikasi 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Haniah 

Hanafie 

1996 ICMI sebagai 

Kelompok 

Kepentingan 

Sama-sama membahas 

ICMI dan konteks 

politiknya 

Penelitian Hanafie 

dilakukan di era Orde 

Baru, sementara peneliti 

mengambil kajian di era 

Reformasi 

2 Fuadi 

Mardatillah 

1997 Intellectual 

Responses to The 

Establishment of 

Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia 

(ICMI) 1990-1995 

Sama-sama membahas 

ICMI dan fenomena 

kemunculan ICMI di 

masyarakat sebagai 

respon intelektual 

Perbedaaan pada sudut 

pandang dan perbedaan 

pada era yang digunakan 

dalam penelitian. 

Peneliti mengambil di 

era Reformasi 

3 Saiful 

Muzani 

1995 Mitos Politik Aliran 

dan Aspirasi Politik 

ICMI Modernis 

Sama-sama membahas 

tujuan ICMI dan pola 

gerakan ICMI 

Perbedaan pada sudut 

pandang. Peneliti 

Muzani mengambil 

kajian di era Orde Baru 

dan fokus pada dimensi 

politik 

4 Sumarno 2000 Dinamika 

Pemikiran dan Aksi 

Politik Amien Rais 

Persamaan konteks 

penelitian yaitu pada 

dinamika pemikiran dan 

pengaruhnya terhadap 

politik 

Peneliti Sumarno 

menggunakan sudut 

pandang pemikiran 

tokoh sementara peneliti 

berfokus pada pemikiran 

organisasi 

5 Bambang 

Imam Eka 

Respati 

Sabirin 

2003 Lajur Kanan sebuah 

Dinamika 

Pemikiran dan Aksi 

Bintang Bulan 

(Studi Kasus: 

Gerakan Darul 

Islam 1940-1962) 

Pembahasan sama-sama 

menganalisis dinamika 

pemikiran terhadap 

tujuan politik 

Peneliti Sabirin mengkaji 

pengaruh pemikiran dari 

sudut pandang politik, 

sementara peneliti 

menggunakan tiga aspek, 

yaitu sosial, ekonomi 

dan politik  

6 Bella Putri 

Andhyni 

2017 Dinamika 

Pemikiran Sosial, 

Politik dan Ekonomi 

Cendekiawan 

Muslim di Era 

Reformasi (Studi 

Pada Ikatan 

Cendekiawan 

Muslim Se-

Indonesia Pusat) 

Posisi Peneliti: Pada penelitian ini, peneliti berfokus 

pada ICMI sebagai organisasi intelektual muslim 

yang merumuskan pemikiran-pemikiran sosial, 

ekonomi dan politik untuk pembangunan 

masyarakat. ICMI merupakan organisasi 

cendekiawan muslim yang cukup berpengaruh di 

awal kemunculannya pada masa Orde Baru. Setelah 

periode tersebut, tepatnya di Era Reformasi, ICMI 

kembali melahirkan pemikiran-pemikiran dengan 

nuansa baru yang berbeda dari pemikiran di masa 

sebelumnya. Dari sinilah kemudian peneliti akan 

membedah faktor produksi pemikiran ICMI dilihat 

dari dinamikanya di era Reformasi dan konteks 

sosial-politik dan motif-motif yang mempengaruhi 

munculnya pemikiran intelektual ICMI 

Diolah dari tinjauan penelitian, 2017. 
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Pada akhirnya, dari beberapa tinjauan pustaka yang diambil untuk penelitian 

ini, peneliti dapat menggali informasi yang relevan dalam mendukung penelitian yang 

akan dilakukan terhadap dinamika pemikiran ICMI dalam sosial, ekonomi dan politik 

nasional. Kelima tulisan tersebut kemudian dapat membantu peneliti dalam 

merangkai pola pikir yang sistematis dalam rangka penyusunan skripsi yang akan 

dilakukan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti juga mendapat beberapa konsep 

terkait dengan konsep pemikiran, dan memperoleh gambaran mengenai teknik-teknik 

dalam penulisan dan menganalisis data yang tepat serta dalam menuliskan ide-ide dan 

hasil penelitian yang relevan. 

1.6 Kerangka Konseptual 

  1.6.1. ICMI sebagai Organisasi Intelektual 

 Konsep mengenai intelektual sebelumnya telah dibahas oleh banyak tokoh 

seperti, Antonio Gramsci, Michel Foucault, Julien Benda, Alvin Gouldner dan Max 

Weber. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan tulisan-tulisan yang secara 

langsung mengantarkan makna intelektual menjadi lebih beragam. Salah satu konsep 

intelektual yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah konsep intelektual yang 

dikemukakan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia yang banyak mencurahkan 

pemikiran intelektualnya dalam bukunya yang berjudul Prison Notebooks. Dalam 

buku tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Edward Said, Gramsci mengatakan 
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bahwa setiap manusia adalah intelektual, namun tidak semua mampu menjalankan 

fungsi intelektual.
26

 

Said mengemukakan dua jenis intelektual menurut Gramsci, yaitu; Pertama, 

intelektual tradisional, yaitu mereka yang menjadi guru, ulama dan administrator 

yang melakukan hal yang sama dari generasi ke generasi. Sementara yang Kedua, 

intelektual organik, yaitu mereka yang menurut Gramsci merupakan kalangan yang 

berhubungan langsung dengan kelas atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan 

mereka untuk berbagai kepentingan atau untuk memperbesar kekuasaan dan kontrol 

seperti, teknisi industri, spesialis ekonomi, pencetus sistem hukum baru dan pakar-

pakar.
27

 Kaum intelektual menurut Gramsci juga merupakan mereka yang berusaha 

dalam fungsi menjalankan fungsi penengah dalam perjuangan kekuatan kelas.
28

 

Lebih lanjutnya, Roger Simon berusaha menjelaskan secara lebih lengkap 

mengenai konsep intelektual Gramsci. Menurut Simon, intelektual adalah mereka 

yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam 

wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan
29

. Artinya, 

intelektual bukan hanya pemikir, namun juga merupakan organisator. 
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Jika melihat dalam konsepsi intelektual Gramsci, ICMI sebagai kelompok 

intelektual jika di posisikan dalam pengertian Gramsci memiliki peran sebagai 

intelektual organik di awal berdirinya, karena intelektual jenis ini adalah mereka yang 

mempunyai hubungan dengan kelas tertentu untuk mewujudkan suatu kepentingan. 

Kelompok intelektual ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi perantara dalam 

merepresentasikan aspirasi masyarakat yang di wakilinya. 

 Selain pentingnya memahami makna intelektual penting untuk dijelaskan 

siapa sajakah yang dapat disebut sebagai aktor intelektual. Apakah intelektual adalah 

mereka yang bergerak dalam visi dan misi yang sama dalam suatu masyarakat, atau 

mereka yang mempunyai kekuatan (power) dalam negara untuk mengubah kebijakan. 

Serta bagaimana konsepsi-konsepsi intelektual tersebut dilihat dari munculnya istilah 

cendekiawan di masyarakat. Selanjutnya, apakah cendekiawan merupakan bagian 

dari konsep intelektual yang mereka kemukakan, atau lebih cocok dimaknai sebagai 

kelas baru di masyarakat yang terlepas dari definisi dari intelektual itu sendiri. 

Gramsci berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Sebagaimana yang dikutip 

Ron Eyerman, Gramsci mengatakan bahwa cendekiawan merupakan suatu kategori 

sosial, di mana ia menjalankan fungsi dari struktur kelas tertentu.
30

 Walaupun makna 

kelas yang dikemukakan Gramsci ini sifatnya dinamis, namun dari pandangan ini 

intelektual diletakkan sebagai posisi yang berusaha mewakili kepentingan tertentu, 

bisa pemerintah maupun masyarakat. 
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Konsepsi mengenai intelektual organik Gramsci dapat dilihat dari tujuan di 

dirikannya ICMI sebagai representasi kaum muslim. Sehingga jika melihat pada 

fenomena tersebut, sebagaimana yang dikatakan Ron, cendekiawan bukanlah mereka 

yang didefinisikan sebagai kelas dalam arti ekonomi, melainkan sebagai suatu 

kategori sosial yang lebih berusaha untuk membentuk kepentingan-kepentingan 

mereka di samping tujuan untuk meraih posisi atau status sosial.
31

 

 Para cendekiawan selanjutnya dikatakan sebagai orang-orang yang membuat 

konsep dasar secara sadar dan jelas dalam kehidupan masyarakat. Mereka dibangun 

oleh individu-individu dalam suatu ruang sosial politik, yang secara sosial antara 

modal dan pekerja, dan secara politis antara negara dan civil society, serta secara 

kultural melalui tradisi-tradisi yang menghubungkan cendekiawan itu dengan 

identitas sosial lainnya, seperti kaum profesional.
32

 

Sementara, tradisi dimaknai sebagai sumber-sumber kultural di mana generasi 

baru cendekiawan berusaha menemukan kembali perannya dalam konteks masyarakat 

yang baru. Cendekiawan cenderung mempunyai tindakan yang kreatif dan 

memasyarakat, di mana hal ini dilakukan untuk membangkitkan masyarakat 

(termasuk dirinya) ke arah kesadaran baru tentang keadaan yang seharusnya. 

Walaupun dalam beberapa tulisan dikatakan bahwa cendekiawan merupakan 

status yang terberi, namun secara perlahan term cendekiawan mulai didefinisikan 
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sebagai orang-orang yang mampu menciptakan gerakan-gerakan sosial, sebagai 

kekuatan atau daya kolektif bagi perubahan sosial. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak 

sedikitnya gerakan-gerakan yang lahir dari mereka dan mampu membawa perubahan 

baik dari aspek sosial, ekonomi maupun politik masyarakat. 

Berdasarkan argumen di atas dapat dilihat bahwa cendekiawan dan intelektual 

mempunyai relasi yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Keduanya dianggap 

mempunyai kemampuan dalam menciptakan perubahan di masyarakat. Hal ini 

kemudian membuat cendekiawan mulai diperhitungkan pikiran dan kepentingannya, 

karena mereka telah melakukan kontribusi dalam perubahan perpolitikan Negara. 

Untuk mengkonstruksi makna dari cendekiawan itu sendiri, Ron Eyerman 

membedakannya menjadi tiga dimensi, yakni: 

1. Dimensi kognitif, mengacu pada tradisi mapan dari budaya cendekiawan 

yang partikular yang memberikan bahasa dalam mana formasi 

kontemporer mengenai cendekiawan sedang terjadi, 

2. Dimensi kelembagaan, yakni struktur sosial yang mapan, atau yang 

sedang berkembang seperti gerakan-gerakan sosial dan kultural di mana 

cendekiawan membentuk diri, 

3. Dimensi self-referential, mengacu pada proses di mana peran 

cendekiawan secara historis dan kultural direpresentasikan kembali dan 

ditemukan dalam konsep baru.
33
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Ketiga dimensi ini yang kemudian membentuk formasi cendekiawan yang bersifat 

historis, dan kemunculannya berbeda-beda menurut waktu dan tempat kejadiannya. 

 Konsepsi tentang ICMI sebagai kelompok cendekiawan muslim juga tidak 

terlepas dari pandangan di atas. Jika dilihat pada sejarahnya, ICMI berdiri atas sebuah 

kegelisahan yang dirasakan oleh kaum intelektual muda terhadap masa depan Islam 

di masyarakat. Melalui kegelisahan ini para cendekiawan mulai mengorganisasikan 

dirinya dan merumuskan suatu alternatif yang dapat membantu perkembangan sosial, 

politik dan ekonomi masyarakat dengan menggunakan Islam sebagai nilai utamanya. 

Dengan melihat pada argumentasi di atas, kemunculan ICMI yang diprakarsai 

oleh cendekiawan muslim generasi muda pada saat itu, merupakan salah satu 

fenomena berkembangnya sikap intelektual organik di masyarakat. Di mana mereka 

berusaha untuk melakukan tindakan kreatif untuk membangkitkan masyarakat ke arah 

kesadaran baru. 

Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara konsep cendekiawan dan intelektual. Ketika keduanya sama-sama 

menjalankan fungsi untuk menciptakan perubahan di masyarakat, mereka adalah 

kelompok intelektual. Perbedaan pada kelompok intelektual sebagaimana yang 

dikemukakan Gramsci hanyalah pada istilah ótradisionalô dan óorganikô. Sehingga 

dari konsep ini dapat dilihat posisi ICMI sebagai kelompok intelektual muslim 

menurut Gramsci adalah mereka yang mewakili masyarakat dan berusaha 

menciptakan alternatif bagi pembangunan di dalam masyarakat tersebut. 
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Konsep intelektual Gramsci dalam penelitian akan digunakan untuk 

menganalisis peran cendekiawan ICMI dalam mewujudkan aspirasi masyarakat 

muslim dalam pembangunan di masyarakat. Analisis pada konsep intelektual organik 

Gramsci ini akan dilihat berdasarkan pemikiran yang disumbangkan ICMI pada 

masyarakat. Pada akhirnya, melalui konsep intelektual Gramsci akan diketahui 

apakah ICMI sebagai organisasi intelektual telah berhasil melakukan perannya dalam 

menciptakan perubahan pada masyarakat di Era Reformasi. 

  1.6.2. Pemikiran Intelektual ICMI  

Pemikiran atau ideologi baik dalam arti sempit maupun luas seringkali 

dikaitkan dengan Marxisme. Ia berkaitan dengan pemikiran terhadap sesuatu hal. 

Dalam kajian ideologi Mannheim, ideologi/pemikiran terbagi menjadi dua, yakni 

ideologi partikular dan ideologi keseluruhan.
34

 Ideologi, dari aspek historis dapat 

lahir dari adanya ketidakpercayaan dan kecurigaan yang dibuktikan seseorang atau 

kelompok terhadap musuh-musuhnya (dalam hal ini bisa dikatakan pemerintah). 

Sebelumnya, kata ideologi banyak dipakai sebagai sebuah senjata oleh kaum proletar 

untuk melawan kelompok yang berkuasa. 

Seiring berjalannya waktu, teori ideologi yang sederhana berkembang menjadi 

sosiologi pengetahuan. Apa yang kemudian segera menjadi senjata intelektual suatu 

partai diubah menjadi metode riset dalam sejarah intelektual dan sejarah masyarakat 
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pada umumnya.
35

 Kelompok yang ada kemudian menemukan suatu pola pemikiran/ 

gagasan untuk menentang para lawannya. Hanya dalam dunia intelektuallah gagasan-

gagasan dan nilai-nilai yang dulunya dianggap kokoh dapat dikontrol dengan kritik 

yang ketat. 

Menurut Mannheim, sebuah pemikiran maupun gagasan intelektual tidak pernah 

terlepas dari adanya konsep a priori yang memungkinkan mereka untuk menemukan 

gagasan-gagasan/pemikiran terbaik dari masa ke masa. Mannheim dalam bukunya 

menyebutkan bahwa munculnya suatu pemikiran/gerakan tidak terlepas dari ketiga 

tahapan sebagai berikut
36

: 

1) Setiap perumusan masalah dimungkinkan terjadi karena adanya pengalaman 

yang mendahuluinya, 

2) Munculnya suatu tindakan atau kehendak terhadap perubahan, 

3) Kekuatan-kekuatan yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman kemudian 

diimplementasikan ke masyarakat sebagai wujud dukungan terhadap 

perubahan dan penyelesaian masalah tersebut. 

Untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan pemikiran, definisi pemikiran itu 

sendiri terbagi menjadi dua, yakni ówacanaô dan ógerakanô. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, wacana merupakan pertukaran ide secara verbal atau prosedur 

berpikir sistematis atau kemampuan memberikan pertimbangan melalui akal sehat.
37
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Wacana tidak pernah memperhatikan siapa subjek pemikirnya. Ia hanya dibedakan 

dari tujuannya dan sasaran dari wacana tersebut. Sementara gerakan merupakan 

realisasi dari bentuk wacana tersebut. 

 Berdasarkan studi tentang pemikiran, wacana merupakan proses berpikir yang 

dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan melihat fenomena yang ada dan 

berusaha melakukan pandangan alternatif dalam menyikapi fenomena tersebut. Dari 

hasil wacana/pemikiran yang dikembangkan kemudian menciptakan suatu pandangan 

yang jika itu bermanfaat bagi masyarakat, akan menciptakan perubahan yang besar. 

Misalnya, dalam wacana etika politik milik Immanuel Kant yang terbukti 

mengembangkan model filsafat moral baru yang secara mendalam dan 

mempengaruhi studi filsafat selanjutnya. 

Pada akhirnya, dari wacana inilah seseorang atau kelompok akan merumuskan 

tindakan-tindakan dalam rangka melakukan realisasi dari wacana yang dikemukakan. 

Wacana dan gerakan juga tidak terbatas dalam bidang politik maupun agama, 

melainkan akan mengisi sektor-sektor kehidupan yang lain. Oleh karena itu, kalangan 

intelektual sebagai salah satu aktor yang terkenal dengan kemampuan pemikirannya 

akan terus berusaha untuk menciptakan wacana-wacana maupun gerakan dalam 

upaya menciptakan perubahan di masyarakat. 

 Sebagaimana dikutip oleh Said, Gramsci mengatakan bahwa setiap orang 

yang menjalankan fungsi intelektual merupakan kaum intelektual. Said mengatakan 



35 

 

 

 

bahwa mereka yang bekerja di segala bidang baik berkaitan dengan pengetahuan 

produksi atau distribusi pengetahuan juga adalah intelektual.
38

 

Hal ini berarti kaum intelektual harus memainkan peran berdasarkan prinsip 

bahwa semua manusia berhak mendapatkan standar perilaku yang layak sehubungan 

dengan kebebasan dan keadilan. Pada akhirnya, kaum intelektual diharapkan dapat 

menjadi figur representatif dari persoalan-persoalan masyarakat dan mampu 

memberikan penyampaian alternatif kendati masalah yang dialami oleh masyarakat. 

Pentingnya suatu dinamika pemikiran dalam tatanan kehidupan masyarakat 

dirasa cukup menjawab alasan kemunculan ICMI. Munculnya ICMI dianggap 

sebagai bentuk representasi masyarakat muslim yang diwakili oleh kelompok 

cendekiawan yang rindu akan perubahan di masyarakat. 

ICMI didirikan sebagai respon atas adanya fragmentasi ideologi di era Orde 

Baru yang dengan misinya kemudian berupaya untuk kembali menyatukan ideologi 

para cendekiawan di masyarakat. Adapun kemudian dari organisasi ini lahirlah 

gagasan-gagasan dan wacana yang dimunculkan, demi menciptakan kondisi 

masyarakat yang beradab. Salah satu contoh pemikiran yang pernah dimunculkan 

ICMI misalnya pada upaya ICMI dalam menjadi garantor demokrasi, seperti yang 

pernah disebutkan Habibie dalam sambutannya dalam buku review agenda long 

march 20 tahun ICMI.
39

 

                                                           
38

 Edward W. Said, Op. cit, hlm. 6. 
39

 Teguh Apriliyanto dkk, 20 Tahun ICMI: Melanjutkan Long March di Milenium ke-21. Jakarta, 

ICMI, 2011, hlm. V. 



36 

 

 

Jika dilihat melalui konteks organisasi ICMI, terdapat beberapa alasan yang 

menyebabkan suatu pemikiran alternatif menjadi penting, karena pada saat itu 

demokrasi adalah satu-satunya cara dalam mewujudkan kepentingan di masyarakat, 

sehingga ICMI lahir dengan memberikan gagasan tersebut untuk menumbuhkan 

semangat demokrasi di pemerintah maupun masyarakat. Dari contoh pemikiran inilah 

kemudian mempengaruhi pola gerakan ICMI di masyarakat. 

1.6.3. Pemikiran ICMI dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan 

Lahirnya suatu pemikiran juga tidak terlepas dari bagaimana proses produksi 

pemikiran tersebut dilakukan. Beberapa sumber mengatakan pemikiran berawal dari 

masalah, atau dari suatu cita-cita akan keadaan yang didambakan dalam kehidupan 

sosial, politik dan ekonomi. 

Namun disisi lain, adanya kajian tentang proses produksi pemikiran menjadi 

penting untuk melihat apakah pemikiran yang dilahirkan telah berhasil menciptakan 

perubahan, terutama dari sasaran pemikiran itu sendiri. Harvey Goldman membahas 

beberapa konsep dan teori yang menjelaskan tentang proses produksi pemikiran 

dalam jurnalnya yang mengkaji tentang proses produksi pemikiran Mannheim. 

Goldman dengan mengutip Mannheim memaparkan cara-cara yang dapat 

dilakukan dalam memproduksi suatu pemikiran haruslah dilihat pada bagaimana 

proses produksi pengetahuan/pemikiran itu dilakukan, yakni siapa yang 

memproduksinya dan bagaimana memproduksinya dengan meninjau aspek empiris. 
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Pengetahuan secara jelas berasal dari keinginan suatu pihak (atau yang biasa 

dikatakan kaum intelektual) untuk memperoleh kekuasaan dan pengakuan dari 

kelompok sosial tertentu untuk menerapkan gagasan/interpretasi mereka ke dalam 

masyarakat yang lebih luas.
40

 

Intelektual ini yang kemudian bertugas dalam merumuskan dan melakukan 

interpretasi atas sesuatu untuk mereka terapkan pada kelompok asal. Oleh karena itu 

banyak sekarang ideologi-ideologi atau pemikiran yang berkembang yang didasarkan 

pada interpretasi kelompok-kelompok yang berbeda. 

Mannheim sebagaimana yang dijelaskan oleh Goldman mengatakan bahwa 

tampilan struktur menandakan bagaimana seseorang memandang suatu objek dan 

menangkap apa yang ada di dalamnya serta bagaimana seseorang mengkonstruksi 

fakta dalam pikirannya sendiri. Oleh karena itu "perspektifò dari pemikir biasanya 

terikat berhubungan antara keberadaan dan sudut pandang seseorang.
41

 Mannheim 

mempercayai bahwa semua pemikiran manusia begitu terstruktur yang harus 

mengasumsikan mutlak berada di tempat dan karenanya mengandaikan satu atau 

bidang lain dari pengalaman sebagai mutlak. 

Namun, sebuah pemikiran kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa 

dihasilkan oleh seseorang dalam arti sendirian. Orang harus bergabung dengan 
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kelompok-kelompok agar mereka dapat memaksimalkan ide dan gagasannya. Dari 

sinilah kemudian lahir berbagai kelompok yang hadir untuk merepresentasikan ide-

ide tertentu, yang dimana termasuk kelompok intelektual didalamnya. Kelompok-

kelompok ini yang menurut Mannheim akan mengusulkan tema yang berbeda-beda 

terhadap dunia yang dilihatnya. 

Kajian Mannheim mengenai pemikiran sebelumnya telah banyak dibahas 

dalam teori ideologinya. Dalam kajiannya itu, ia membahas bentuk-bentuk ideologi, 

mulai dari ideologi keseluruhan maupun ideologi partikular. Kini, dalam teori 

sosiologi pengetahuannya, Mannheim berusaha melihat kajian tentang pemikiran 

secara lebih luas, di mana ia melihat bahwa munculnya suatu pemikiran bukanlah 

semata-mata di dasarkan pada perspektif aktor atau tujuan-tujuan ideologis, 

melainkan hal tersebut merupakan proses panjang yang terjadi akibat adanya 

dialektika pada proses-proses sosial di dalamnya. 

Fenomena ini kemudian ia kaji dengan membagi faktor-faktor lahirnya suatu 

pemikiran tersebut berdasarkan dua determinasi, yaitu apa yang disebutnya sebagai 

determinasi situasional dan determintasi eksistensial. Secara lengkapnya akan 

dipaparkan dalam bagan berikut; 
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Bagan 1.1. Produksi Pemikiran berdasarkan Teori Sosiologi 

Pengetahuan Mannheim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis penulis, Juni 2017. 

Berdasarkan bagan 1.1, Mannheim menjelaskan adanya dua determinasi yang 

menjadi faktor produksi suatu pengetahuan atau pemikiran. Determinasi situasional 

menjelaskan bahwa suatu pengetahuan/pemikiran merupakan produk dari realitas 

sosial masyarakat yang ada disekitarnya. Dalam dimensi ini dikatakan bahwa 

munculnya suatu pengetahuan bukanlah semata-mata berasal dari rasionalitas aktor. 

Adanya perubahan pada konteks sosial, ekonomi dan politik masyarakat merupakan 

sudut pandang eksternal yang dinilai mempengaruhi keberadaan pemikiran itu 

sendiri. 

Determinasi situasional juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

sosial/situasi sosial di mana munculnya suatu pemikiran disebabkan adanya kondisi 

Kondisi Sosial, 

Ekonomi dan Politik 

Determinasi 

Situasional 

Determinasi 

Eksistensial 

Produksi Pemikiran 

Intelektual 

Epistemologi 

Fungsi 

Psikologi 
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tertentu yang dialami seseorang atau sekelompok orang sehingga menuntut adanya 

pemikiran.
42

 Sementara, determinasi eksistensial cenderung melihat pengetahuan dari 

sudut pandang sang aktor yang memproduksi pemikiran tersebut. 

Eksistensial dalam hal ini bermakna kebebasan. Hal ini berarti menandakan 

adanya kebebasan aktor-aktor produksi pemikiran untuk melakukan rasionalitas 

terhadap pemikiran apa yang akan diciptakan. Artinya, ada sebuah perspektif yang 

menjadi pertimbangan sebelum pemikiran tersebut akhirnya dapat terproduksi.
43

 

Determinasi eksistensial, atau proses rasionalitas aktor juga tidak dapat 

dipandang melalui aspek yang tunggal. Mannheim kembali membagi rasionalitas 

aktor ini menjadi menjadi tiga pertimbangan, yakni; 1) Epistemologis, 2) Psikologis 

dan 3) Fungsi. Dalam pandangannya ini, Mannheim menilai bahwa terdapat banyak 

hal yang mempengaruhi rasionalitas seseorang/sekelompok orang sebelum mereka 

memproduksi suatu pemikiran. 

Melalui aspek epistemologis, Mannheim melihat bahwa pemikiran merupakan 

salah satu cara seseorang/sekelompok orang dalam menafsirkan dunianya. Ketika 

seorang aktor berusaha melahirkan suatu pemikiran, itu berarti terjadi proses 

interpretasi di mana mereka berusaha untuk membuat dunia yang ada di sekitarnya 

dapat berjalan sesuai yang apa yang mereka idamkan. 

Sementara dalam aspek psikologis, Mannheim melihat adanya proses 

pertimbangan baik-buruk sesuatu menurut aktor sebelum mereka memproduksi suatu 
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pemikiran.
44

 Dengan menggunakan rasionalitas inilah kemudian aktor tersebut 

menciptakan pemikiran yang menurut mereka baik untuk diimplementasikan pada 

masyarakat di sekitarnya. 

Selanjutnya, dalam aspek fungsi Mannheim menilai bahwa pemikiran yang 

dilahirkan oleh seseorang berasal dari bagaimana cara mereka memerankan fungsi 

nya di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus intelektual. Sebagaimana yang 

dikatakan sebelumnya, sekelompok intelektual adalah mereka yang berkontribusi 

dalam menciptakan pembangunan di masyarakat. Oleh karena fungsinya tersebut, 

mereka kemudian melahirkan berbagai gagasan dan pemikiran yang nantinya 

berusaha untuk mencapai pembangunan tersebut. Walaupun menurut Mannheim, cara 

setiap aktor dalam melihat fenomena di sekitarnya tidak selalu sama. 

Sementara aspek fungsi ditujukan pada bentuk peran yang dilakukan oleh 

aktor pemikiran. Artinya, jika kelompok tersebut merupakan kaum intelektual, berarti 

mereka bertanggungjawab untuk memproduksi pemikiran yang berhubungan dengan 

pembangunan masyarakat, sesuai dengan fungsinya. 

Pada akhirnya, suatu produksi pengetahuan atau pemikiran yang inovatif 

dibentuk oleh interaksi yang kompleks dari banyak dimensi. Dalam setiap kasus 

produksi seperti itu, kita harus mencari dan menganalisis bobot dari berbagai faktor 

dan bentuk interaksi khusus mereka. Proses ini membutuhkan penyelidikan tidak 

hanya dari teks-teks sebagai objek empiris dan "hipotesis" mereka, tetapi juga kondisi 

produksi dalam pengaturan yang dipermasalahkan. 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian studi pustaka (library research). Dalam proses pengumpulan data, peneliti 

akan menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, surat, dokumen, jurnal dan 

arsip-arsip yang berhubungan dengan pemikiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-

Indonesia (ICMI). 

Mestika Zed menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan penelitian dilakukan 

dengan metode studi pustaka, diantaranya; 1) persoalan penelitian hanya bisa dijawab 

lewat penelitian studi pustaka. Sementara data lapangan hanya sebagai 

penambah/pelengkap informasi, 2) Studi pustaka diperlukan sebagai suatu tahap 

tersendiri, yaitu studi pendahuluan (prelimanry research) untuk memahami lebih 

dalam gejala yang tengah berkembang di masyarakat, dan 3) Penelitian dengan data 

pustaka masih menjadi cara paling andal dalam menjawab pertanyaan penelitian.
45

 

Adapun penelitian studi kepustakaan biasanya digunakan dalam kajian-kajian yang 

berhubungan dengan sejarah, sejarah pemikiran, sejarah ekonomi, sastra hingga studi 

Islam. 

Metode studi kepustakaan sendiri mempunyai empat ciri-ciri, diantaranya: 

1. Peneliti berhadapan langsung dengan data (teks/angka), bukan dengan 

pengetahuan langsung di lapangan, 
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2. Data pustaka bersifat ósiap pakaiô (ready-made), artinya, peneliti hanya 

tinggal menganalisis melalui data yang tersedia, 

3. Data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder, yang berarti 

kemungkinan peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua, 

4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti kemudian 

berhadapan dengan informasi statik.
46

 

Penelitian studi pustaka, di satu sisi memudahkan peneliti dalam mencari data, karena 

bertumpu pada arsip-arsip sejarah. Sementara data yang dicari juga bersifat statis, 

yang berarti tidak akan berubah-ubah seperti penelitian lapangan. Namun disisi lain 

penelitian studi pustaka memerlukan analisis filosofis yang mendalam, mengingat 

analisis menitikberatkan pada data pustaka, sementara wawancara dibutuhkan sebagai 

pelengkap data temuan atau sebagai bahan triangulasi data. 

   1.7.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi di ICMI Kantor Pusat yang 

terletak di Jalan Warung Jati Timur No. 1 Kalibata ï Pancoran, Jakarta Selatan. 

Alasan dalam melakukan studi di ICMI Pusat karena ICMI Pusat merupakan tempat 

berporosnya pemikiran ICMI dari masa Orde Baru sampai ke Era Reformasi. Selain 

itu, ICMI Pusat diyakini mempunyai dinamika pemikiran yang lebih menonjol 

dibandingkan organisasi wilayah dan satuan-satuan yang ada di dalamnya. Penelitian 

dilakukan sejak Maret-Mei tahun 2017.  
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   1.7.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dari sumber literatur. Untuk 

melengkapi data peneltiian, peneliti juga melalikan wawancara dengan beberapa 

tokoh ICMI. Adapun narasumber yang dijadikan subjek dalam penelitian skripsi ini 

adalah Eks-Presidium ICMI, Wakil Dewan Penasehat ICMI dan Wakil Sekretaris 

Dewan Pakar ICMI. 

   1.7.3 Peran Peneliti 

              Peran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data-

data primer, yang berasal dari subjek penelitian yang berasal dari tokoh-tokoh sentral 

ICMI. Data sekunder juga dikumpulkan melalui bahan pustaka sesuai dengan 

instrumen penelitian yang telah dibuat. Peneliti menggunakan subjek informan yang 

mempunyai peran sentral dalam ICMI sebagai penguat data serta dalam proses 

triangulasi. Sementara, data yang didapatkan dalam sumber literatur akan digunakan 

sebagai sumber yang dapat meningkatkan validitas data, karena melalui pustaka 

itulah perjalanan ICMI direkam dari sejak berdirinya hingga saat ini. Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti melakukan berbagai langkah, yaitu: studi empirik, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, pengumpulan data dan menganalisis data. 

   1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk pengumpulan data,  peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan 

dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer merupakan data-data yang sifatnya secara langsung mempengaruhi konteks 
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kebutuhan penelitian, artinya data ini penting demi menunjang hasil-hasil penelitian 

yang akan dianalisis. Sementara, sumber data sekunder merupakan sumber kedua 

yang digunakan oleh peneliti guna menunjang kelengkapan data yang didapatkan 

pada sumber primer. 

 Dalam penelitian ini, sumber data primer penelitian didapatkan melalui studi 

kepustakaan, sementara data sekunder didapatkan melalui proses wawancara kepada 

tokoh-tokoh ICMI. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada poin berikut;  

1. Studi Literatur  

Untuk penelitian studi pustaka, literatur merupakan sumber data primer dalam 

menemukan data-data yang sesuai dengan kajian penelitian yang akan dilakukan. 

Bahan-bahan literatur yang digunakan dalam penelitian studi pustaka diantara lain; 

surat-surat, arsip, jurnal, artikel majalah, buku, e-book, artikel online, buletin, 

makalah, publikasi pemerintah dan tulisan-tulisan aktor-aktor dalam organisasi ICMI. 

Pengumpulan data melalui bahan literatur merupakan bagian yang paling penting 

dalam kajian studi pustaka sekaligus menjadi penentu bagi peneliti dalam menjawab 

rumusan masalah yang telah dibuat. 

Adapun sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

didapatkan dari sumber-sumber buku berikut; 

1. 20 Tahun ICMI: Melanjutkan Long March di Milenium ke-21, 

2. ICMI Bergerak: Lintasan 10 Tahun Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, 

3. Hasil Muktamar V ICMI 2010, 
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4. Hasil-Hasil Silaturahmi Kerja Nasional ICMI Tahun 2012: Kepemimpinan Nasional 

dalam Membangun Peradaban Bangsa, 

5. Hasil Muktamar IV ICMI 2015: Membangun Indonesia Bermartabat, dan 

6. Hasil Silaturahmi Kerja Nasional ICMI Tahun 2016: Kepemimpinan dan Penguatan 

Kelembagaan ICMI untuk Kesejahteraan Bangsa. 

Pengumpulan data melalui studi pustaka juga merupakan upaya untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data yang sebelumnya telah tersedia dalam pustaka. 

Pendekatan jenis ini juga sekaligus berusaha mengembangkan apa yang telah ada 

sebelumnya, sehingga diharapkan dengan penelitian studi pustaka akan memperoleh 

data lebih lanjut agar dapat digunakan pada penelitian yang selanjutnya. Oleh karena 

itu, dalam penelitian studi pustaka diperlukan adanya kemampuan dalam 

memaksimalkan pemanfaatan pustaka sebab hasil penelitian selain ditentukan 

berdasarkan ketajaman analisis, juga dapat dilihat dari berapa banyak literatur yang 

digunakan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data selain dengan bahan literatur. Melalui proses wawancara, 

peneliti memungkinkan akan mendapatkan data yang lebih luas dari pihak-pihak yang 

secara langsung berhubungan dengan ICMI. Adapun dalam teknik wawancara, 

keberhasilan atau tidak suatu wawancara adalah tergantung pada kemampuan peneliti 

dalam melakukan wawancara. 
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Keutamaan dalam teknik wawancara adalah memungkinkan peneliti 

mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahannya ialah karena 

wawancara melibatkan aspek emosi, maka diperlukan kerjasama yang baik antara 

peneliti dan pihak yang diwawancara.
47

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara informal (informal conversational interview). Subjek dalam 

wawancara informal adalah pengurus ICMI pusat yang tengah menjabat saat ini. 

   1.7.5 Triangulasi Data 

 Tahap triangulasi merupakan tahap yang diperlukan sebelum proses analisis 

data. Triangulasi juga sering disebut sebagai triangulasi sumber. Pengertian ini 

merujuk pada upaya untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna 

memperoleh data yang berkenaan dengan persoalan yang sama.
48

 

Melalui triangulasi data, peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari 

satu sumber untuk dikomparasi dengan data dari sumber lain. Dari sinilah hasil data 

yang didapatkan akan sampai pada suatu kemungkinan apakah data tersebut sesuai 

atau tidak sesuai, konsisten atau tidak konsisten dengan realita. Pada akhirnya melalui 

triangulasi ini kemudian penelitian dapat mengungkapkan hasil temuan yang lebih 

beragam dan menguji kebenaran suatu data. 

 Pada penelitian yang dilakukan, triangulasi dilakukan untuk melakukan 

validasi data-data yang ditemukan selama waktu penelitian. Proses triangulasi 
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dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, maupun melalui proses 

wawancara dengan ahli (expert).  

Adapun dalam proses triangulasi data, peneliti melakukan triangulasi dengan 

empat tokoh ICMI yang dinilai masih mengikuti perkembangan ICMI hingga sejak 

Orde Baru hingga saat ini. Hal ini sebagaimana yang tertera pada tabel berikut; 

Tabel 1.3 Triangulasi Data 

No Nama Posisi/Jabatan 

1 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE Mantan Presidium ICMI Tahun 2010 

2 Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis. Wakil Ketua Dewan Penasehat 

3 Dr. Ir. Zaim Uchrowi. 
Wakil Sekretaris Dewan Pakar/Mantan 

Wartawan Republika 

4 Ir. Prasetyo Sunaryo, MT. Wakil Sekretaris Dewan Pakar 

Diolah dari Hasil Observasi, Februari, 2017. 

Pada akhirnya, proses triangulasi menjadi penting dilakukan untuk 

menyamakan perspektif antara peneliti dengan realitas yang terjadi pada organisasi 

ICMI. Proses triangulasi ini dilakukan untuk menganalisis dinamika pemikiran ICMI 

di Era Reformasi. 

1.7.6 Kerangka Penelitian 

 Selain menitikberatkan perhatian pada proses pengumpulan data dan 

triangulasi data, sebuah penelitian juga harus dilakukan secara sistematis. Hal ini 

dilakukan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan 

dan memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan isi dari penelitian yang 

dilakukan sekaligus menguji keilmiahan suatu penelitian. 
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Perumusan suatu kerangka berpikir dalam penelitian ilmiah merupakan proses 

penting yang harus dilakukan. Kerangka berpikir disusun secara rasional berdasarkan 

premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatilan faktor-

faktor empiris yang relevan.
49

 Kerangka berpikir kemudian menjadi argumentasi 

peneliti untuk menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor 

yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan. 

Pada penelitian yang dilakukan, kerangka berpikir menjadi instrumen yang 

akan menentukan ke arah mana fokus penelitian akan dilakukan. Kerangka berpikir 

juga dibuat untuk menghindari terlalu banyaknya data yang tidak diperlukan dalam 

penulisan skripsi ini, sehingga penelitian tetap berada dalam batasan yang 

seharusnya. Berikut kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini; 

Bagan 1.2. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Analisis Peneliti, April, 2017. 

Berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat dalam proses keberlangsungannya, 

ICMI akan terus menciptakan bentuk-bentuk pemikiran yang di mana pemikiran itu 
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diproduksi melalui tokoh-tokoh ICMI. Tujuan mengetahui proses produksi 

pengetahuan adalah untuk mempelajari apa yang menjadi penyebab dalam pemikiran 

ICMI sekaligus menjawab efek dari pemikiran yang dilakukan, apakah membawa 

pengaruh dalam kebijakan sosial-politik masyarakat. 

Apabila terdapat perubahan, maka dapat dibuktikan bahwa peran ICMI masih 

dianggap cukup besar di masyarakat. Tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, 

maka dapat dikatakan ICMI belum berhasil dalam merepresentasikan kepentingan 

masyarakat Islam dimasa sekarang, karena ICMI dapat dikatakan belum lagi 

mendapat tempat dalam membantu perumusan kebijakan pemerintah. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis dinamika pemikiran ICMI 

dalam menciptakan wacana/pikiran, maupun gerakan dalam jangka waktu tertentu. 

ICMI sebagai aktor, adalah kelompok intelektual yang memiliki kesadaran dalam 

menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih beradab. Intelektual dianggap sebagai 

peran yang tidak terikat pada perasaan dan cenderung mencari kebenaran dan 

keadilan dan identik dengan orang-orang yang bertugas dalam mengembangkan ide-

ide pembangunan di masyarakat, atau dalam membantu merumuskan, menyebarkan 

maupun dalam menerapkan budaya. 

Berdasarkan fungsi tersebut, keberadaan ICMI kemudian tidak lepas dari 

pemikiran-pemikiran yang diciptakan. Di dalamnya tentu terdapat berbagai proses 

wacana/gagasan/gerakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. 

Dari sini kemudian penelitian akan melihat bagaimana pemikiran itu dapat diciptakan 

dan bagaimana dampaknya terhadap konteks sosial, ekonomi dan politik masyarakat. 
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Berdasarkan pemahaman tersebut, berikut bagan kerangka berpikir yang akan 

digunakan dalam menganalisis fenomena ini: 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Sebelum melakukan suatu penelitian ilmiah, diperlukan sebuah sistematika 

penulisan. Sebuah sistematika penulisan menjadi penting agar ide yang ingin 

disampaikan dalam penelitian dapat disampaikan secara efektif. Selain itu, sajian 

yang sistematis dari suatu penelitian juga dapat memudahkan proses menyamakan 

perspektif antara peneliti dengan pembaca. 

Adapun dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi tiga, yaitu 

pendahuluan, isi dan penutup. Ketiga bagian ini kemudian disajikan kedalam enam 

bab, yang tiap-tiap bab diantaranya berkaitan satu sama lain. Pada Bab I akan 

dijabarkan mengenai latarbelakang penelitian hingga ditemukan suatu topik kajian 

yang akan digunakan. Selanjutnya, terdapat permasalahan penelitian yang merupakan 

suatu sub-bab yang lebih fokus daripada latarbelakang. Dalam sub-bab ini kemudian 

akan dikaji masalah dengan menentukan tiga pertanyaan penelitian. 

Pada sub-bab selanjutnya adalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka sejenis, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan yang seluruh sub-bab ini merupakan bagian dari desain rencana penelitian 

yang akan dilakukan. 

 Pada Bab II, peneliti akan secara lebih lanjut menjelaskan mengenai kondisi 

sosial, ekonomi dan politik masyarakat di era Reformasi, di mana batasan ini 
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merupakan periode yang diambil peneliti dalam menganalisis kajian pemikiran ICMI. 

Pada bab ini pula peneliti akan mendeskripsikan mengenai profil pergerakan ICMI, 

pro dan kontra dalam kemunculan ICMI, wacana dan gerakan ICMI serta hal-hal 

lainnya yang diperlukan sebagai bahan untuk mendeskripsikan subjek penelitian. 

 Pada BAB III, peneliti akan menguraikan tentang pemikiran-pemikiran yang 

diciptakan sebagai upaya ICMI selama masa Reformasi. Pada bab ini peneliti juga 

akan menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan 

produksi wacana dan gerakan ICMI dan menggunakan data tambahan mengenai 

dinamika pemikiran ICMI dari era Orde Baru sebagai tolak ukur. 

 Bab IV berisi proses-proses produksi pemikiran dan apa saja yang berhasil 

diciptakan dari adanya pemikiran tersebut. Bab ini juga merupakan bab analisis yang 

akan menjelaskan proses produksi pemikiran dengan meletakkan teori sosiologi 

pengetahuan Karl Mannheim dan konsep Intelektual Gramsci sebagai bahan analisis 

terhadap produksi pemikiran yang dilakukan. Pada bab ini pula peneliti akan 

menjelaskan implikasi pemikiran ICMI di Era Reformasi terhadap pembangunan 

sosial, ekonomi dan politik masyarakat. 

Pada bagian akhir, yaitu Bab V merupakan bagian penutup yang akan menjadi 

bagian kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan ini 

kemudian juga menjadi jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

penelitian. 
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  BAB II  

KONTEKS SOSIAL GERAKAN INTELEKTUAL ICMI  

 

Pengantar 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai konteks sosial gerakan Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di masyarakat. Penjelasan dalam bab ini 

akan menyangkut aspek-aspek historis dari kelahiran ICMI dan momentum 

kemunculan ICMI dilihat dari perspektif berbagai macam pihak. seperti yang 

diketahui, ICMI di awal kemunculannya mendatangkan berbagai macam respon di 

masyarakat, yang kaitannya dengan anggapan ICMI sebagai organisasi yang 

direkayasa oleh pemerintah. Pada bagian ini akan dijelaskan pendapat dari berbagai 

tokoh dalam melihat kemunculan ICMI. 

Pada bagian selanjutnya, peneliti dalam bab ini juga akan menjelaskan konteks 

ICMI sebagai organisasi, yang akan dideskripsikan secara struktural. Sementara di 

bagian akhir, peneliti akan memaparkan beberapa pemikiran ICMI di masa Orde 

Baru, yang kemudian melalui sub-bab tersebut dapat ditarik suatu asumsi pendukung 

mengenai posisi ICMI di masa reformasi yang dinilai mengalami redefinisi peran. 

2.1 Konteks Historis Gerakan Intelektual ICMI  

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) merupakan suatu gerakan 

intelektual yang muncul pada akhir tahun 1990. Keberadaan ICMI pertama kali 

diprakarsai oleh lima mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang, 

angkatan 1987. Mereka adalah Erik Salman, Ali Mudakir, Mohamad Zaenuri, Awang 
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Surya dan Mohammad Iqbal.
50

 Dalam kesehariannya, kelima mahasiswa itu 

merupakan aktivis yang tergabung dalam Unit Kegiatan Kerohanian Islam 

Universitas Brawijaya. 

Ide untuk mendirikan suatu organisasi cendekiawan muslim sebelumnya tidak 

tercetus dalam pikiran mereka. Apa yang pada saat itu Erik Salman dan kawan-kawan 

inginkan hanyalah mendirikan sebuah simposium nasional tentang sumbangsih 

cendekiawan muslim bagi tanah air dalam menyongsong abad ke-21. Gagasan 

simposium tersebut berangkat dari berbagai kekhawatiran pada remaja Islam tersebut 

dalam melihat adanya polarisasi yang terbentuk dalam kalangan cendekiawan muslim 

di masa Orde Baru, yang akibatnya membuat gerakan para cendekiawan muslim tidak 

dalam satu nafas. 

 Perjuangan untuk mendirikan simposium tersebut kemudian mendapatkan 

restu dari banyak pihak, terutama Zainal Arifin Achmad dan Abdul Aziz Hoesein 

yang pada saat itu menjabat sebagai rektor dan dekan Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya. Zainal dan Abdul Aziz adalah pihak pertama yang diberitahu oleh kelima 

mahasiswa tersebut terkait rencana mereka untuk mendirikan suatu simposium 

nasional.
51

 

Pada saat itu, gagasan untuk mendirikan simposium sepertinya memang 

dibutuhkan oleh masyarakat muslim, terutama kaum cendekiawan. Pasalnya, dalam 
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beberapa tahun belakangan, Islam menjadi sesuatu yang terkesan dipinggirkan. 

Banyaknya penekanan-penekanan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto 

membuat Islam tidak dapat mengekspresikan tindakannya. 

Dari gagasan simposium ini kemudian diikuti dengan terjadinya proses yang 

panjang. Selepas meminta persetujuan kepada Rektor dan Dekan Univeristas 

Brawijaya, Erik Salman dkk mulai mencari dukungan dari kalangan cendekiawan 

muslim Indonesia. Salah satunya yakni Immaduddin Abdulrahim. Cendekiawan lain 

yang ikut mendukung adanya gagasan simposium ini antara lain, Alamsjah 

Ratuprawiranegara, M. Syafii Anwar dan M. Dawam Rahardjo
52

 Dari cendekiawan-

cendekiawan muslim inilah kemudian gagasan yang sebelumnya hanya sebatas 

mendirikan sebuah simposium, menjadi berkembang untuk membentuk wadah 

bersama bagi kaum intelektual muslim. 

Menurut Teguh Apriliyanto dkk, terdapat dua urgensi pentingnya mendirikan 

organisasi cendekiawan muslim di masyarakat; Pertama, belum adanya wadah 

cendekiawan Muslim, yang pada masa itu mengakibatkan adanya polarisasi dalam 

kepemimpinan umat. Banyak organisasi yang pada saat itu dilahirkan, namun tidak 

mempunyai visi yang integratif. Kedua, adanya ide bahwa potensi cendekiawan 

Muslim perlu dihimpun agar dapat berayun bersama dalam derap langkah yang tepat 

untuk mampu memunculkan kembali nama Islam yang setelah sekian lama 
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terpinggirkan dan menunjang peran mereka dalam pembangunan sehingga mampu 

menorehkan manfaat yang optimal.
53

 

Menyikapi gagasan simposium nasional yang ingin dilakukan, beberapa 

cendekiawan mulai menunjukkan antuasiasme dengan menyebarkan berita 

simposium melalui ceramah-ceramah maupun seminar yang mereka isi. Sementara 

itu, disisi lain Erik Salman dkk atas bantuan dari Immaduddin Abdulrahim, bersikeras 

menemui BJ Habibie, yang nantinya akan dijakan ketua umum dari organisasi yang 

akan mereka buat. 

Alasan memilih Habibie sebagai kandidat tunggal dalam ICMI tidak dapat 

dipungkiri karena untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah jika ingin 

membuat suatu organisasi, terutama karena ICMI membawa kata ómuslimô di 

dalamnya, yang berarti sebutan bagi umat Islam. Dukungan dari pemerintah 

kemudian dianggap pintu yang harus dilalui. Pasalnya, selama kurun waktu terakhir 

usaha para cendekiawan untuk mendirikan organisasi muslim seringkali terhambat 

oleh adanya tekanan dari pemerintah, yang pada akhirnya membuat mimpi untuk 

membangkitkan Islam dikubur dalam-dalam. 

Salah satu contohnya adalah pada usaha Immaduddin sendiri, yang pada tahun 

1989 perkumpulan yang melibatkan 50 cendekiawan muslim di Yogyakarta pernah 
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dibubarkan.
54

 Oleh karena pengalaman inilah cendekiawan belajar akan pentingnya 

kedekatan birokratis dalam mewujudkan kesempatan ini. 

Terlepas dari adanya alasan tersebut, Zaim Uchrowi dan Usman Ks 

menegaskan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa akhirnya memilih Habibie, 

Pertama, prestasi Habibie telah diakui secara nasional maupun internasional. Kedua, 

nama baik BJ Habibie yang walaupun pada saat itu sudah menyandang status politik 

masih tetap menonjol dalam bidang profesi sebagai insinyur dan Ketiga, keyakinan 

para cendekiawan muslim terhadap keikhlasan Habibie dalam komitmennya terhadap 

Islam.
55

 

Berdasarkan hasil pertemuan kelima mahasiswa, perwakilan cendekiawan 

muslim dan Habibie diperoleh hasil bahwa keinginan mahasiswa dan cendekiawan 

muslim untuk menciptakan momentum bangkitnya organisasi muslim disetujui oleh 

BJ Habibie. Namun, demi meyakinkan presiden Soeharto atas niat tersebut, Habibie 

meminta agar mahasiswa mengumpulkan minimal 20 tanda tangan cendekiawan 

muslim yang bergelar doktor di Indonesia untuk kemudian diserahkan kepada 

Soeharto sebagai bukti dukungan terhadap Habibie.
56

 

Melalui upaya tersebut, Erik Salman dan kawan-kawan berhasil 

mengumpulkan sebanyak 49 tanda tangan yang berasal dari cendekiawan-

cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu. 22 diantaranya merupakan 

                                                           
54

 Zaim Uchrowi dan Usman Ks. Op. cit, hlm. 41. 
55

 Ibid., hlm. 42. 
56

 Ibid., hlm. 7. 



58 

 

 

cendekiawan di bidang teknologi, 11 cendekiawan bidang agama, 10 orang 

cendekiawan di bidang sosial, 3 lainnya berasal dari kelompok ekonom. Dari total 

seluruh tandatangan yang berhasil dikumpulkan, 45 diantaranya bergelar Doktor.
57

 

Setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang, kegiatan simposium 

akhirnya dilaksanakan dengan bertempat di Gedung Student Center Universitas 

Brawijaya Malang. Tercatat sebanyak 463 orang cendekiawan hadir dalam kegiatan 

tersebut. Peserta simposium terdiri dari berbagai kalangan, baik dari birokrasi, 

pemerintah, aktivis, hingga cendekiawan-cendekiawan muslim lainnya yang berasal 

dari seluruh Indonesia.
58

 

Di hari pertama simposium berlangsung, terdapat pengumpulan tanda tangan 

dari seluruh peserta dalam rangka mendukung Habibie sebagai ketua umum. Dari sini 

kemudian terkumpul sebanyak kurang lebih 320 tanda tangan, yang dapat 

disimpulkan hampir 100 persen Habibie akan terpilih menjadi ketua umum ICMI.
59

 

Gambaran singkat mengenai proses munculnya ICMI di masyarakat tidak berhenti 

sampai pada proses tersebut. Hingga 10 tahun berdirinya ICMI, bahkan masih banyak 

masalah-masalah yang dialami, baik oleh tubuh ICMI, maupun adanya terpaan 

kontroversi yang kuat akan keberadaan ICMI dalam pandangan berbagai tokoh. 

Setelah kongres Malang tersebut, berbagai media massa seperti surat kabar, 

majalah dan tulisan-tulisan mulai dibanjiri dengan adanya spekulasi-spekulasi tentang 
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siapa yang akan menjadi sekretaris jenderal (SEKJEN) ICMI. Namun, spekulasi 

tersebut segera berakhir lantaran di minggu pertama bulan Januari tahun 1991, 

beberapa orang terdekat Habibie mulai memberi petunjuk akan adanya struktur 

matriks dalam tubuh ICMI. Hal ini sontak mendatangkan berbagai kritikan dari 

banyak pihak, termasuk tokoh ICMI pada saat itu. Salah satunya adalah Dawam 

Rahardjo dan Sri Bintang Pamungkas. 

Dawam menganggap Habibie akan membiarkan ICMI diambil alih oleh 

pemerintahan. Sementara, Sri Bintang Pamungkas menganggap adanya gagasan 

struktur matriks justru membuat ICMI menjadi lembaga yang tidak demokratis dan 

menyangkal hak intelektual muslim yang independen untuk menempati posisi yang 

berpengaruh dalam ICMI.
60

 Namun, Habibie berusaha menanggapi kritik ini dengan 

menganggap bahwa hal tersebut penting dilakukan apabila ICMI ingin menjadi alat 

yang efektif dalam pembangunan. 

Terlepas dari adanya masalah-masalah tersebut, kehadiran ICMI berhasil 

menorehkan sejarah besar dalam perjalanan intelektual bangsa Indonesia. Berbagai 

pemikiran kemudian lahir dari rahim ICMI yang sebagian diantaranya dieksekusi 

menjadi program-program skala besar, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

sebagai realisasi pemikiran ekonomi syariôah dan lain sebagainya. Dari perjalanan 

panjang ini juga kehadiran ICMI dianggap sebagai titik temu antara pemerintah dan 

Islam, ditengah besarnya tekanan akan keberadaan Islam di Indonesia. 
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  2.2 ICMI sebagai Organisasi 

 Munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sebagai 

organisasi intelektual selain menjadi bukti dari adanya perkembangan Islam di 

Indonesia, juga merupakan bukti bagi berkembangnya intelektualitas masyarakat. Hal 

ini disebabkan karena lahir dan terbentuknya ICMI tidak terlepas dari adanya peran 

kaum intelektual muslim pada masa itu. 

Dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di forum simposium nasional di 

Kota Malang, ICMI pertama kali diketuai oleh Mantan Presiden ketiga Indonesia, 

Baharuddin Jusuf Habibie. Nama ICMI sendiri yang berarti Ikatan Cendekiawan 

Muslim se-Indonesia dipilih oleh Habibie sebagai nama yang paling ideal. 

Sebelumnya, organisasi ICMI akan dinamakan Ikatan Sarjana Muslim Indonesia 

(ISMI). Namun atas pertimbangan Habibie, kata ósarjanaô diganti menjadi 

ócendekiawanô agar nantinya ICMI tidak hanya diisi oleh orang-orang yang 

mempunyai titel sarjana.
61

 

Tujuan didirikannya ICMI di masyarakat adalah untuk meningkatkan 

kemampuan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
62

 ICMI 

bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Islam dan 

diridhoi oleh Allah SWT. dengan melakukan peningkatan pada mutu keimanan, 

ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. 
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Secara ideologis, ICMI merupakan organisasi yang berasaskan Islam yang 

berdasarkan Pancasila. Walau dalam segala pemikiran yang lahir dari ICMI 

dipertimbangkan berdasarkan prinsip Islam, namun tidak serta merta 

mengesampingkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sementara itu, dalam 

organisasinya, ICMI memiliki tiga sifat, yakni ke-Islaman, ke-Indonesiaan (yang 

mencakup keilmuan, kepakaran, kecendekiawanan dan kebudayaan) dan keterbukaan, 

kebebasan, kemandirian dan kekeluargaan) yang pada akhirnya menjadi wawasan 

gerak ICMI. 

Gambar 1.1 Logo ICMI 

 

Sumber: www.icmi.or.id 

Secara politis, keberadaan ICMI sebagai gerakan intelektual tentu menjadi 

skema baru dalam hubungan Negara dan agama Islam. Islam yang selama Orde Lama 

hingga pertengahan Orde Baru mengalami banyak tekanan, terutama dalam 

pemerintah, melalui ICMI berusaha untuk menemukan titik temu tersebut, yang 

artinya dengan kehadiran ICMI diharapkan antara  Negara dan Islam tidak lagi terjadi 

proses tumpang tindih, melainkan keduanya diharapkan dapat berjalan bersamaan 

seiring dengan tujuan meningkatkan kualitas Negara dan masyarakat. 

Keberadaan ICMI juga tidak terlepas dari adanya pengaruh cendekiawan-

cendekiawan muslim yang menjadi pemrakarsa dari berdirinya organisasi ini. 
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Berkumpulnya cendekiawan muslim dalam ICMI jika ditinjau dalam perspektif 

politik, menandakan adanya hubungan yang strukturalistik, artinya dengan 

berkumpulnya para cendekiawan dalam suatu wadah organisasi, diharapkan dapat 

melahirkan gagasan-gagasan, pemikiran dan gerakan yang nantinya akan 

memperkaya sumber daya masyarakat, baik dalam politik, sosial, ekonomi, spiritual 

maupun dalam sumber daya alam. Melalui ICMI lah diharapkan terbukanya peluang 

bagi cendekiawan muslim independen untuk mengimplementasikan sifat 

kecendekiawanannya. 

Sebagaimana yang dikutip Ron Eyerman, Gramsci melihat posisi 

cendekiawan sebagai orang/kelompok yang berperan dalam kaitannya dengan 

gerakan sosial dan sebagai kekuatan atau daya kolektif bagi perubahan sosial.  

Mereka cenderung bertindak secara kreatif dan memasyarakat, yang di mana 

tujuannya adalah untuk membangkitkan masyarakat (termasuk dirinya) ke arah 

kesadaran baru tentang keadaan mereka.
63

 

Keberadaan cendekiawan juga tidak terbatas pada satu tempat. Mereka bisa 

jadi tokoh agama, birokrat pemerintah, guru/dosen, bahkan seorang seniman dapat 

dikatakan cendekiawan. Karena tidak adanya aturan yang baku dalam menentukan 

siapa yang boleh dikatakan cendekiawan, istilah itu bisa digunakan oleh siapa saja, 

selama ia mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menciptakan perubahan di 

masyarakat. 
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Kehadiran ICMI di masyarakat juga berusaha untuk membangkitkan potensi 

kaum cendekiawan muslim yang ada. ICMI berusaha menyatukan berbagai potensi 

cendekiawan muslim di Indonesia yang berasal dari aliran apapun, warna politik 

manapun, dari kelompok manapun, untuk dihimpun dalam kesatuan cendekiawan 

muslim dan membentuk ide-ide untuk pembangunan di masyarakat. 

Untuk menunjang kegiatan intelektualitasnya, ICMI melakukan berbagai 

macam proses pemikiran, yang didasarkan pada isu-isu di masyarakat, hingga 

melahirkan gerakan-gerakan yang berusaha mewujudkan alternatif pembangunan 

masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Islam. Dalam rangka mewujudkan amar 

maôruf nahyi munkar (menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran), ICMI 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diantaranya;
64

 

1. Meningkatkan pengamalan keimanan-ketaqwaan, kecendekiawanan, dan 

kepakaran para anggota melalui peningkatan pembelajaran dan koordinasi 

sistem jaringan informasi dan komunikasi di dalam maupun di luar negeri. 

2. Mengembangkan pemikiran, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian 

yang inovatif, strategis, dan antisipatif dalam rangka mempengaruhi kebijakan 

publik serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah 

strategis lokal, regional, nasional dan global. 

                                                           
64

 Sejarah, Op. cit. 



64 

 

 

3. Berperan aktif mengembangkan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan 

bangsa, khususnya umat Islam Indonesia. 

4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi kebijakan 

di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup dan martabat rakyat kecil dan kaum yang lemah guna mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

5. Mempublikasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasil pemikiran, penelitian, 

kajian, dan inovasi bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik perorangan, 

lembaga, perhimpunan, pemerintah maupun swasta. 

Sementara dalam badan organisasinya secara struktural, ICMI terdiri dari 

Organisasi Satuan (ORSAT) dengan lingkup kecamatan, Organisasi Daerah (ORDA) 

untuk lingkup Kabupaten/Kota, Organisasi Wilayah (ORWIL) untuk tingkat Propinsi, 

dan Organisasi Pusat yang berskala nasional. Di luar struktur tersebut juga terdapat 

Badan Otonom, di mana badan ini yang pada akhirnya dibuat dalam rangka 

melakukan kegiatan usaha yang secara otonom untuk memajukan ICMI dan 

anggotanya. 

 Susunan organisasi sendiri terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, 

Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara 

Umum, Ketua Koordinasi dan bidang-bidang ICMI lainnya serta ORWIL/ORDA dan 

Orsat ICMI yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun dalam menjalankan 
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programnya, ICMI menekankan pada lima peningkatan, yakni pada peningkatan 

kualitas umat yang meliputi; kualitas iman dan taqwa, kualitas pikir, kualitas kerja, 

kualitas karya dan kualitas hidup.
65

 

  2.3 Pro Kontra dan Urgensi Kemunculan ICMI 

Lahirnya ICMI di masyarakat tidak terlepas dari bangkitnya gerakan-gerakan 

sosial masyarakat di era Orde Baru. Menurut Denny JA, pada saat itu masyarakat 

Indonesia berada dalam keadaaan munculnya political opportunity (kesempatan 

politik) dan meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim pemerintah maupun 

situasi yang ada. Menjamurnya berbagai macam gerakan sosial masyarakat tidak 

terlepas dari adanya ledakan intelektual (intellectual boom) pada tahun 1980-1990an. 

Peristiwa ini disebut sebagai ñpanen rayaò bagi intelegensia muslim 

Indonesia.
66

 Ledakan intelektual ini kemudian menjadikan bangkitnya suatu gerakan 

sosial bukan sebagai sesuatu yang kebetulan. Hal ini diciptakan karena adanya kritis 

ciritcal mass yang sekaligus menandakan bahwa masyarakat sudah lebih kritis 

dibanding sebelumnya, sehingga berbagai gerakan lahir untuk mewakili aspirasi 

beberapa kelompok masyarakat tertentu. 

Selain itu, Denny juga melihat adanya kapasitas kepemimpinan (leadership 

capacibility) oleh tokoh-tokoh penggerak yang pada saat itu mampu memberikan 
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inspirasi, juga akhirnya menyebabkan banyak dari mereka memutuskan untuk 

membuat suatu jaringan dan membangun organisasi bagi kepentingan masyarakat.
67

 

Berikut merupakan gambaran fase intelektual yang dialami di Era Orde Baru. 

Bagan 1.3 Fase Intelektual Era Orde Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolah oleh peneliti, 2017. 

Bangkitnya jumlah manusia terdidik seperti yang telah dipaparkan pada BAB 

I dianggap sebagai awal bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasinya dalam menyikapi rezim Orde Baru. Kebanyakan dari mereka berhasil 

menempuh pendidikan tinggi, dan kembali ke masyarakat dengan membawa misinya 

masing-masing untuk masyarakat. 

Sebut saja Nurcholish Madjid, M. SyafiôI Maarif dan M. Amien Rais sebagai 

bagian kecil dari generasi yang berhasil melakukan studi dan lulus dari universitas-
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universitas ternama di luar negeri. Selain itu, Abdurrahman Wahid juga menjadi 

lulusan dari universitas di Timur Tengah.  Proses bangkitnya intelektualisme di 

masyarakat ini kemudian semakin jelas saat kaum intelektual tadi mulai menunjukkan 

sikap kritis terhadap pemerintahan Orde Baru, hingga akhirnya pemerintah berhasil 

luluh dengan berbagai kebijakan pro Islam yang mulai muncul di tahun-tahun 

setelahnya hingga terbentuknya ICMI sebagai salah satu wadah kaum intelektual 

muslim, atau yang disebut sebagai cendekiawan. 

ICMI sebagai suatu gerakan intelektual telah berhasil melalui proses catatan 

sejarah yang panjang. Berbagai gejolak pun muncul sebagai sikap atas keberadaan 

ñbayiò ICMI di masyarakat. Kemunculan ICMI yang awalnya diprakarsai oleh lima 

mahasiswa Univeristas Brawijaya serta dibantu oleh kaum cendekiawan muslim, 

yaitu Immaduddin Abdulrahim dkk itu nyatanya mengalami banyak gejolak sejak 

didirikannya. Beberapa tokoh yang cukup vokal mengkritik kelahiran ICMI adalah 

Abdurrahman Wahid dan Deliar Noer. 

Tak cukup dari kalangan cendekiawan di dalam negeri, kritik juga datang dari 

beberapa pengamat politik Indonesia -atau yang disebut sebagai Indonesianis seperti 

Adam Schwarz, William Liddle dan Robert Hefner. Namun, diantara nama-nama 

tersebut juga masih banyak tokoh-tokoh cendekiawan lainnya bahkan yang non-

muslim yang turut mendukung keberadaan ICMI. 

Munculnya kritik terhadap pembentukan ICMI berawal dari adanya respon 

pemerintah yang menunjukkan dukungan penuh terhadap ICMI. Bahkan presiden 
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Soeharto pada saat itu menjadi pihak yang lebih setuju terhadap pendirian ICMI 

daripada Habibie sendiri. Kemunculan ICMI baik dari proses pengumpulan suara dari 

berbagai cendekiawan muslim se-Jawa, pemilihan Habibie sebagai ketua umum 

sampai jatuhnya izin presiden untuk menyetujui pendirian ICMI dianggap sebagai 

rangkaian momentum di masa Orde Baru yang tidak dapat dilupakan. 

Pasalnya, tidak seperti sikap yang selama ini ditunjukkan oleh rezim Soeharto 

yang cenderung menekan keberadaan Islam baik secara politik maupun kultural, 

Soeharto justru muncul dengan sikap baru. Hal ini tentu mendatangkan opini banyak 

pihak, terutama setelah melihat perkembangan ICMI yang dari masa ke masa 

semakin surut perannya. 

Haniah Hanafie mengatakan, menurunnya peran ICMI terutama setelah 

delapan tahun berdirinya menjadikan banyak timbul pertanyaan, diantaranya apakah 

ICMI sengaja direkayasa oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan dalam 

ranah politik dan dalam rangka memperoleh dukungan dari golongan Islam bagi 

pemerintah. Pertanyaan ini kemudian didukung oleh kenyataan bahwa pada zaman 

Orde Baru terdapat ketidakkompakan diantara ABRI dalam mendukung presiden.
68

 

Berdasarkan banyaknya asumsi yang dilahirkan dari lahirnya organisasi 

ICMI, menimbulkan banyaknya premis-premis yang menganggap sikap presiden 

dalam mendukung ICMI adalah kesengajaan yang dilakukan untuk mendapatkan 

dukungan dari golongan Islam, hingga akhirnya berhasil terpilih sebagai Presiden RI 
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pada pemilu presiden periode 1993-1998. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di akhir 

periode menjabatnya, Soeharto justru semakin menunjukkan dukungannya terhadap 

Islam dengan mensahkan UU Peradilan Islam, UU Pendidikan Nasional hingga 

didirikannya Bank Muamalat Indonesia.
69

 

Berbagai tudingan dan kecurigaan terhadap lahirnya ICMI juga disampaikan 

oleh Robert W. Hefner, seorang Indonesianis yang banyak melakukan studinya 

tentang Indonesia mengatakan bahwa lahirnya ICMI ditujukan untuk meraih 

penguasaan birokratik, hal ini akan menyebabkan adanya dampak tak diinginkan 

yang besar. Sebab, sebagai konsekuensinya, jika sebelumnya aktivitas muslim yang 

sebelumnya dilihat sebagai musuh Negara dan mendapat pengekangan, tiba-tiba 

memiliki kebebasan bergerak yang sebelumnya tak pernah didapat.
70

 

Sementara Schwarz, sebagaimana yang dikutip oleh Saiful mengatakan 

kelahiran ICMI merupakan hasil dari proses revivalisme Islam
71

. ICMI menurut 

Schwarz mewadahi proses tersebut. Dengan ICMI, umat Islam diharapkan dapat 

menggarap agenda mereka secara terorganisasi. 

Namun, di samping argumennya tersebut, Schwarz juga menegaskan bahwa 

ICMI mempunyai tujuan-tujuan politik. ICMI merupakan perwujudan dari respons 

presiden Soeharto yang di mana keadaan ini dimanfaatkan saat dukungan ABRI 
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melemah terhadap presiden. Dalam hal ini, presiden melirik umat Islam lewat ICMI 

untuk mengimbangi kekuatan ABRI. 

Tak hanya datang dari tokoh Indonesianis, berbagai tokoh intelektual dalam 

negeri pun seperti tidak sepaham terkait pandangannya tentang  ICMI. Deliar Noer 

misalnya, seorang intelektual senior yang mengaku pernah menolak bergabung 

dengan ICMI karena disebabkan oleh dua alasan, Pertama, bahwa Habibie sendiri 

belum pernah sebelumnya memperlihatkan komitmen yang dalam terhadap Islam. 

Kedua, bahwa ICMI bukan organisasi yang mewakili Islam, melainkan sekedar 

direkayasa bagi kembali terpilihnya Presiden Suharto.
72

 

Di lain tempat, tokoh-tokoh lain seperti M Billah, seorang tokoh NGO, 

mengaku lebih suka berada di luar organisasi demi menjaga kebebasannya dari hal-

hal yang menurutnya akan mengganggu kebebasannya, seperti dengan menjadi 

bagian dari suatu organisasi.  Sejarawan Taufik Abdullah juga beberapa kali sempat 

diundang oleh ICMI, namun menolak dengan alasan ICMI terlalu dikuasai oleh 

birokrasi. 

Di samping itu, yang paling mengejutkan, Djohan Effendi yang merupakan 

teman dekat Nurcholish Madjid dan Dawam Rahardjo juga merupakan pihak 

berseberangan mengenai pandangannya tentang ICMI dengan rekan-rekannya itu. 

Djohan yang sebelumnya pernah bekerja di Departemen Agama ini menganggap 
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keberadaan ICMI di masyarakat mendorong sikap sektarian, di mana pada saat itu 

Indonesia membutuhkan masyarakat yang sikapnya diwarnai dengan toleransi. 

Tidak sampai disitu, Abdurrahman Wahid yang pada saat berdirinya ICMI 

tengah menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama juga menuding ICMI menumbuhkan 

sikap sektarianisme. Ia mengatakan bahwa pusat perhatian ICMI sifatnya 

ñekslusivistikò dan elitis bukan pan-Indonesia.
73

 Menurutnya, pada titik sejarah tahun 

1990an itu Indonesia tengah membutuhkan visi perjuangan menuju demokrasi dan 

keadilan. Islam tidak harus dijadikan ideologi. 

Islam seharusnya menjadi dasar inspirasi bagi rancangan masyarakat yang 

demokratis. Sebagaimana yang dikutip Hefner, Abdurrahman Wahid menilai 

dukungan banyak pihak terhadap ICMI dianggap dapat menjadikan ICMI sebagai 

tempat mempromosikan Islam ekslusif yang rumit dan bertentangan dengan sejarah 

panjang toleransi Islam di Indonesia.
74

 

Menghadapi tajamnya kritik dari berbagai pihak, empat orang aktivis ICMI 

yaitu; Immaduddin Abdulrahim, Ismail Suny, Haidar Bagir, dan Dawam Rahardjo 

menyikapinya melalui tiga argumen. Respon Pertama adalah respon mereka yang 

menanggapi pendapat pengamat Barat yang mengatakan bahwa ICMI adalah 

"euforia" tentang keterbukaan rezim Suharto terhadap Islam, yang akan mengambil 

keuntungan dari ICMI. 
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Menurut Haidar Bagir, tudingan tersebut membuat orang-orang yang berada 

di dalam ICMI seolah tidak mengerti motif politik pejabat pemerintah tertentu. 

menurutnya, politik demokrasi adalah sesuatu yang dapat diwujudkan melalui tawar-

menawar. ICMI tidak bisa mewujudkan aspirasi masyarakat secara benar-benar 

mandiri. 

Mereka menyadari bahwa di kalangan pemerintah ada beberapa pihak yang 

mendukung ICMI untuk alasan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tetapi 

menurut Haidar, politik bukan masalah Muslim menang dan orang lain kehilangan 

segalanya. Pada kata-kata terakhirnya, Haidar mengatakan, bahkan jika ICMI 

dimaksudkan untuk menggalang dukungan bagi presiden, pendiriannya masih 

memberikan Muslim dengan kesempatan bersejarah. 

Respon selanjutnya masih datang dari keempat tokoh yang disebutkan di atas. 

Respon ini berusaha menanggapi pandangan yang menganggap ICMI sebagai akal-

akalan elit. Menurut Dawam Rahardjo, bagaimanapun faktanya, dukungan presiden 

terhadap ICMI perlahan-lahan akan membawa perubahan yang signifikan untuk 

Muslim dan birokrasi. Sementara, Wardiman Djojonegoro berkomentar bahwa tujuan 

utama dari ICMI adalah untuk memecah dinding antara Muslim dan pemerintah. 

Wardiman menambahkan bahwa pada tahun-tahun awal Orde Baru kebijakan 

pemerintah Islam telah menjadi salah satu pengabaian, karena agama tidak 

diperhitungkan dalam program-program pembangunan. Respon terakhir dari mereka 

adalah, bahwa apapun peran yang dimainkan oleh elit dalam pendirian ICMI, dan apa 
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pun nasib akhir ICMI, organisasi ini berhasil menciptakan kesalehan (sifat shalih) 

yang berhasil ditumbuhkan pada segmen kelas menengah. ñICMI telah membuat 

birokrat yang sebelumnya takut untuk melakukan shalat Jumat bangga untuk 

melakukannyaò kata seorang pejabat ICMI pada tahun 1992. Apapun dampak politik 

jangka panjangnya, ICMI telah berusaha memperdalam pengaruh Islam di kalangan 

pejabat pemerintah dan kelas menengah.
75

 

Ketiga respon atas kelahiran ICMI ini jika ditarik kepada pandangan yang 

lebih luas dapat melahirkan berbagai macam pendapat baru mengenai keberadaan 

ICMI, yang selanjutnya akan dipaparkan dalam tabel berikut; 

Tabel 2.1 Pro Kontra Kemunculan ICMI  

Pro ICMI  Kontra ICMI  

ICMI sebagai wadah aspirasi intelektual dan 

masyarakat muslim di Indonesia 

ICMI direkayasa untuk memperpanjang masa 

pemerintahan Orde Baru 

Membangkitkan kembali kesadaran Islam di 

masyarakat 

ICMI mempunyai tujuan politik dan dianggap 

sebagai kendaraan politik anggotanya 

ICMI mencegah dinding pemisah antara 

pemerintah dengan Islam yang selama ini 

seolah sangat berseberangan 

ICMI dianggap akan mengekang kebebasan 

intelektual 

Membawa kembali politik Islam yang 

sebelumnya terpinggirkan 

ICMI memunculkan sikap sektarian dan 

bersifat ekslusivitik 

Diolah dari berbagai sumber, 2017. 

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pro dan kontra terhadap kehadiran 

ICMI harus dipandang secara luas. Jika kubu pro memberikan dukungannya hanya 

karena ICMI berhasil membawa Islam ke posisi tengah, kelompok kontra justru tidak 

setuju jika kelompok yang membawa nama agama ini mendapatkan dukungan yang 
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lebih dibandingkan kelompok lainnya di masyarakat, yang pada akhirnya 

menimbulkan prasangka dan kesan kepura-puraan baik dari pemerintah Orde Baru 

maupun tokoh ICMI sendiri. 

  2.4 Badan Otonom ICMI 

2.4.1 Masika (Majelis Sinergi Kalam) 

MASIKA atau singkatan dari Majelis Sinergi Kalam merupakan salah satu 

badan Otonom yang berada dalam tubuh ICMI yang bergerak dalam bidang 

kaderisasi anggota ICMI. Organisasi ini secara resmi didirikan tiga tahun setelah 

kelahiran ICMI, yakni pada 08 Oktober 1993 di Cisarua, Bogor. 

Gambar 2.1 Logo MASIKA ICMI  

 

 
Sumber: www.icmi.or.id 

Lahirnya MASIKA berawal dari sebuah acara Pertemuan Nasional 

(PERNAS) I ñMajelis Sinergi Kalamò yang di gelar oleh ICMI di bawah koordinasi 

Dr. Marwah Daud Ibrahim. Sebelum adanya PERNAS tersebut, kegiatan/forum-

forum yang diadakan oleh anggota MASIKA sebelumnya dilakukan di berbagai 

daerah melalui kajian dan kegiatan pengabdian masyarakat. Hingga akhirnya 

dibentuklah wadah yang berskala nasional, yakni MASIKA Pusat. 
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Beberapa personal yang aktif dalam forum PERNAS I MASIKA ICMI antara 

lain adalah; AE Priyono, Andrinof A. Ch, Yudi Latif, Hamid Basyaib, Abdul Munim, 

Abdul Hamid, dan Ade Armando. Sedangkan tokoh senior ICMI yang membantu 

proses lahirnya MASIKA adalah Dr. Marwah Daud Ibrahim, Prof. Dawam Rahardjo, 

Dr. Jimly Ashiddiqie, SH,. MA, Dr. A. Watik Partiknya, Adi Sasono, dan Soetjipto 

Wirasardjono.
76

 

Dengan diadakannya MASIKA ini diharapkan perjalanan MASIKA dapat 

berjalan secara berkelanjutan, karena dalam perspektif sejarahnya, MASIKA telah 

cukup banyak berperan dalam peningkatan kualitas kecendekiaan kaum muda muslim 

yang tergabung dalam ICMI. Kehadiran MASIKA juga dijadikan sebagai wadah 

kaderisasi Sumber Daya Manusia (SDM) ICMI. 

2.4.2 Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)  

PINBUK atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil merupakan suatu wadah 

atau badan otonom dalam ICMI yang bergerak dalam bidang perekonomian 

masyarakat/ekonomi kerakyatan. PINBUK yang didirikan oleh Yayasan Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) merupakan  suatu  model pendekatan baru yang 

diterapkan untuk mempercepat penciptaan calon pengusaha baru dan atau 

peningkatan kualitas pengusaha kecil yang tangguh dan profesional. 
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Gambar 2.2 Logo PINBUK 

 

 
Sumber: www.icmi.or.id 

Program-program yang dilakukan oleh PINBUK antara lain adalah program 

pembinaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan selama 

jangka waktu tertentu. Dengan bertumpu pada pembangunan ekonomi masyarakat, 

kehadiran PINBUK diharapkan dapat menjadi media bagi ICMI untuk 

membangkitkan perekoniomian masyarakat, sesuai dengan cita-cita ICMI sejak Orde 

Baru. 

YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), yaitu Alm. Kyai H. Hasan Basri, ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim 

se-Indonesia (ICMI), yaitu Prof. DR. Ir. B.J. Habibie dan direktur utama Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) yaitu Zainal Bahar Noor. 

Dengan berlandaskan keinginan yang cukup kuat untuk melakukan perubahan 

dalam struktur ekonomi dan sosial budaya masyarakat, badan otonom ini menyasar 

pada tujuan menciptakan kondusi bagi pengembangan usaha mikro dan kecil yang 

berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang 

beretika, yang di mana cara kerjanya berlandaskan pada dua tujuan, yakni; 
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Mendukung tujuan  nasional dalam pembangunan sumber daya rakyat banyak sesuai 

dengan cita-cita sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan, dan Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN). 

1. Menumbuhkembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi 

raktyat kecil, pengusaha kecil bawah, pengusaha kecil, pengusaha menengah, 

serta lembaga-lembaga pendukung penembangannya. 

2. Terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan 

berkelanjutan dalam suasana damai, maju pesat dan dinamis. 

3. Meletakkan landasan-landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan 

pembangunan nasional yang berkelanjutan.
77

 

Pada akhirnya, dengan PINBUK, ICMI diharapkan dapat memanfaatkan wawasan 

kecendekiawanannya tidak hanya pada bidang sosio-politik, melainkan pada sektor 

lain yang dinilai sangat penting bagi masyarakat. 

2.4.3 Alisa Khadijah 

Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia atau sering disingkat Alisa Khadijah 

merupakan sebuah organisasi pengusaha muslimah yang didirikan oleh  Departemen 

Pengembangan Peranan Wanita (DPPW) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) Pusat. Diresmikan oleh Ketua Umum pertama ICMI, Bacharuddin Jusuf 
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Habibie, Alisa Khadijah resmi berdiri pada tanggal 6 Juni 1997 sebagai Badan 

Otonom ICMI.
78

 

Gambar 2.3 Logo Alisa Khadijah 

 

 
Sumber: www.icmi.or.id 

Pada awalnya, asosiasi ini dipelopori oleh Almarhumah. Hasri Ainun Habibie. 

Alisa Khadijah menggunakan jaringan organisasi wilayah dan organisasi pusat untuk 

mengirimkan pengusaha-pengusaha dari daerah ke Jakarta untuk mengikuti 

pelatihan/training P3T. Melalui pelatihan ini diharapkan alumni pelatihan P3T akan 

membuat lapangan kerja bagi pengangguran di daerahnya masing-masing. 

Asosiasi Alisa Khadijah memiliki 2 Jenis keanggotaan. Yang pertama disebut 

dengan Member, dan yang kedua disebut dengan Keanggotaan resmi Alisa Khadijah. 

Bagi anggota resmi, akan mendapatkan Nomor Anggota yang bersifat Nasional dari 

Alisa Khadijah-ICMI pusat, setelah mendapat konfirmasi dari pengurus wilayah yang 

berwenang. 

2.4.4 Yayasan CIDES 

CIDES atau Center for Information and Development Studies merupakan 

lembaga studi dan penelitian yang secara otonom berada dalam ICMI. CIDES 

berusaha untuk bersikap kritis, cerdas, dan konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan 
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pembangunan, terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi politik dan 

pengembangan demokrasi di Indonesia.  

Gambar 2.4 Logo CIDES 

 

 
Sumber: www.icmi.or.id 

Kontribusi CIDES di masyarakat sebelumnya sudah ditunjukkan dari adanya 

gagasan untuk menerbitkan tulisan-tulisan tentang HAM yang pada zaman Orde Baru 

cukup memancing perhatian sejumlah pengamat politik, birokrat maupun kaum 

cendekiawan.  

CIDES berfokus pada kajian ekonomi, politik, sosial, kebudayaan akan 

dikembangkan di tingkat nasional dan internasional masyarakat. Mulai tahun ini, 

CIDES telah berubah menjadi bentuk Yayasan. Walau Yayasan CIDES Indonesia 

dibentuk dengan semangat dan komitmen baru namun merupakan bentuk kelanjutan 

CIDES yang telah ada sebelumnya dan perlu pembaruan. Oleh karena itu tidak heran 

sejak pembentukan dan perkembangannya, diwarnai oleh banyak idealisme dan 

semangat para pendirinya.
79
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  2.5 Garis Pandang Wacana dan Gerakan ICMI 

 Jika Nahdlatul Ulama terkenal dengan Khittah 1926 nya, ICMI juga memiliki 

khittah yang dibuat untuk menentukan arah organisasinya. Istilah ñkhittahò 

mempunyai makna garis pandang atau kebijakan dasar. Istilah ini biasanya dimiliki 

oleh berbagai macam organisasi. 

 Dalam organisasi ICMI, konsep khittah dibagi menjadi tiga pandangan dasar, 

yakni; ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan ke-Cendekiawanan. Mulanya, konsep khittah 

ICMI dibuat atas berbagai diskusi yang melibatkan beberapa Dewan Pakar ICMI 

periode 1990-1995. Data-data awal diskusi tentang rencana pembuatan khittah 

tersebut diambil dari berbagai hasil SILAKNAS dengan memanfaatkan data utama 

yaitu yang dibuat oleh Immaduddin Abdulrahim, Yusuf Amri Faisal dan rekan-rekan. 

Dari rencana itulah kemudian terbentuk khittah ICMI yang langsung diajukan dalam 

Muktamar kedua ICMI tanggal 7-9 Desember 1995 di Jakarta.
80

 

 Dari pengajuan itu, komisi kode etik ICMI menyetujui pembentukan khittah 

dengan penunjukkan Immaduddin Abdulrahim, Yusuf Amir Faisal dan Nurcholish 

Madjid sebagai penanggungjawabnya. Sementara, A. Malik Fadjar, Ketua Komisi 

Kode Etik dan Khittah sebagai koordinator. Selang dua kali muktamar, yakni pada 
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Muktamar Keempat ICMI, tangggal 04-07 Desember 2000 barulah khittah secara 

resmi menjadi dasar usulan perubahan.
81

 

 Pembuatan khittah, tidak seperti AD/ART atau peraturan tertentu. Ketika 

khittah pertama kali disahkan, tidak berarti khittah itu tidak akan berubah, melainkan 

dapat berubah kapanpun sesuai kepentingan organisasi. Hal ini misalnya dapat dilihat 

pada pengurus ICMI periode 2000-2005 yang pada saat itu melihat pentingnya 

revitalisasi orgsnisasi. Akhirnya mereka merumuskan kembali khittah ini dengan 

melihat perubahan paradigma dalam ICMI, yaitu memposisikan Islam sebagai asas 

organisasi ICMI. 

 Walaupun ICMI bukan organisasi Islam layaknya NU dan Muhammadiyah, 

tetapi khittah ICMI bukan berarti terlepas sama sekali dari unsur-unsur Islam. Hal ini 

dapat dilihat bahwa dibentuknya khittah ICMI berpedoman dari perspektif Al-

Qurôan
82

 yang dijadikan dasar pemikiran ICMI, seperti halnya poin-poin berikut; 

1. Tanggung Jawab dan Karakteristik Cendekiawan (berpedoman pada Surat Al-

Israô Ayat 36, Al-Baqarah Ayat 143 dan Al-Furqan Ayat 63-76, 

2. Keharusan Memakmurkan Bumi dan Larangan Merusaknya (dijelaskan pada 

Surat Hud Ayat 61 dan Al-Qashash Ayat 77, 

3. Keharusan Menjaga Keseimbangan, Kejujuran, Larangan Melewati Batas 

(dijelaskan dalam surat Ar-Rahman Ayat 7-9 dan Al-Isra Ayat 16, 
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4. Pentingnya Memelihara Akhlaq, Budi Pekerti dan Ketaqwaan (dijelaskan 

dalam Surat Al-Qalam Ayat 4 dan Al-Aôraf Ayat 26, 

5. Keharusan saling Menghargai, Larangan Saling Merendahkan, Menzalimi dan 

Berprasangka Buruk (dijelaskan dalam Surat Ali-Imran Ayat 139 dan Al 

Hujurat Ayat 10-12, 

6. Kecendekiawanan adalah Anugerah Allah (dijelaskan dalam Surat Az-Zumar 

Ayat 17-18, Al-An-am Ayat 125, Fathir Ayat 27-28, Al-Mujadalah Ayat 11. 

Selain itu, pemikiran dan gerakan ICMI juga berdasarkan pada lima sasaran, 

diantaranya; 1) Kualitas Iman dan Taqwa, 2) Kualitas Pikir, 3) Kualitas Karya, 4) 

Kualitas Kerja dan 5) Kualitas Hidup
83

. Berikut bagan dari lima sasaran ICMI; 

Bagan 2.1 Lima Sasaran Kegiatan ICMI 

 

 

 

  

 

  Diolah oleh peneliti, 2017. 

Fungsi kelima sasaran tersebut secara garis besar merupakan identitas dari 

gerakan ICMI. Melalui kelima sasaran tersebut, ICMI juga berusaha menegaskan 

kemana arah gerakannya akan dilakukan. Dalam kualitas iman dan taqwa, gerakan 
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ICMI menyangkut pada pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara lengkap. 

Dalam kualitas pikir, ICMI berusaha melakukan peningkatan temuan-temuan baik 

individu maupun kolektif yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan melakukan perbaikan, perluasan dan mengganti pemikiran-

pemikiran yang sebelumnya. 

Kualitas karya meliputi peningkatan pada kreativitas dan inovasi serta 

sumbangan yang diberikan oleh individu maupun kelompok dalam menghasilkan 

inovasi yang berguna bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Kualitas kerja 

menyangkut pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan etos kerja melalui metode-

metode kerja yang sistematik termasuk kesempatan memperoleh pekerjaan. 

Sementara itu kualitas hidup meliputi pemenuhan hak asasi manusia, terutama pada 

kualitas hidup yang layak yang menyangkut pada persoalan daya beli dan kebutuhan 

pokok, kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja.
84

 

Pada akhirnya, kelima sasaran tersebut menjadi suatu identitas ICMI yang 

dibuat untuk menjadi track bagi perjalanan program. Oleh karena itu kelimanya 

sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Melalui kelima sasaran itu pula ICMI 

sekali lagi berusaha menegaskan komitmennya sebagai gerakan intelektual yang 

berusaha bergerak dalam bidang kebudayaan masyarakat, yang fokusnya terhadap 

pembangunan di masyarakat. 
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2.6 ICMI dalam Catatan Sejarah 

 Berdirinya ICMI di satu dekade sebelum berakhirnya masa kepemimpinan 

Orde Baru menjadi catatan sendiri yang telah berhasil mengubah tatanan dinamika 

sosial politik, ekonomi dan di masyarakat. Pasalnya, gerakan ICMI adalah satu-

satunya gerakan intelektual dengan membawa nama Islam yang berhasil didirikan 

dan menunjukkan kontribusnya di tengah keberadaan Islam yang sebelumnya sempat 

terpinggirkan di masa Orde Baru. 

Bachtiar Effendi menilai selama lima tahun setelah kelahirannya, ICMI 

terbukti mampu menyemarakkan berbagai dinamika kehidupan di masyarakat. ICMI 

dianggap telah mampu memerankan suatu gerakan yang cukup baik, terutama dalam 

mobilisasi sosial, ekonomi, dan politik Islam. ICMI menurut Bachtiar pada saat itu 

hadir dalam mencairkan hubungan antara Islam dengan pemerintah yang sebelumnya 

sempat kaku. Pendapat ini dibuktikan melalui keberhasilan ICMI dalam mendorong 

terwujudnya UU Peradilan Islam, UU Pendidikan Nasional dan didirikannya Bank 

Muamalat Indonesia. Sementara, dalam sumbangan pemikirannya, ICMI pernah 

bermimpi untuk menciptakan suasana demokrasi di masyarakat, juga perwujudan 

HAM dan ekonomi syariôah. 

Hasilnya, dari pemikiran tersebut terbukti setelah masa Orde Baru, ICMI 

berhasil mendukung berjalannya pemilu tahun 1999 yang dinilai paling demokratis 

dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, ICMI juga berhasil menciptakan suatu 

sistem ekonomi syariôah yang berhasil diterapkan di masyarakat, bahkan hingga saat 
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ini. Dalam tatanan politik praktis, ICMI juga berhasil melakukan gerakan struktural 

dengan berkontribusi dalam merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

1998. Selain itu, gerakannya yang pada saat itu mendapatkan dukungan dari berbagai 

macam pihak berhasil membuat ICMI muncul untuk menghidupkan kembali 

politisasi di kalangan Islam. 

ICMI menurut Eep Saefuloh Fatah, seorang Dosen Ilmu Politik Universitas 

Indonesia, menilai keberhasilan ICMI untuk membawa Islam kembali ke tengah itu 

berhasil memberikan ruang bagi ñkonvergensiò di antara banyak faksi di dalam 

Islam.
85

 Dalam menciptakan generasi intelektual, ICMI juga menurut Eep berhasil 

untuk menggerakkan mobilitas politik di kalangan kaum santri yang menurutnya 

sebelum kemunculan ICMI, orang-orang cenderung sulit menunjukkan identitasnya 

sebagai muslim. 

 Melihat adanya beberapa catatan yang menjadi upaya ICMI untuk 

berkontribusi dalam kehidupan di masyarakat, bagian ini akan secara singkat 

menjelaskan pemikiran-pemikiran yang dimunculkan ICMI di masa Orde Baru. 

Fungsinya, adalah sebagai ukuran untuk melihat pola pemikiran ICMI dengan apa 

yang terjadi di masa Orde Baru dengan apa yang dilakukan saat ini. 

2.7 Pemikiran Intelektual ICMI di Era Orde Baru  

 2.7.1 ICMI sebagai Garantor Demokrasi 

 Pandangan ICMI tentang demokrasi bisa dikatakan sebagai cita-cita besar 

yang sejak telah dimunculkan sesaat setelah didirikannya ICMI di masyarakat. 
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Demokrasi sebenarnya telah terjadi di zaman Orde Baru. Hanya saja bentuk yang 

dilakukannya sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di masa Reformasi. 

 Dalam pemerintahan Orde Baru, demokrasi ditunjukkan dengan adanya 

penyederhanaan sistem kepartaian. Hal ini dilakukan untuk menyatukan suara 

masyarakat Indonesia kedalam satu wadah partai pilihannya masing-masing. 

Sementara itu, pemilu terus berjalan secara periodik sesuai dengan mekanisme. Di 

masa Orde Baru, orang-orang diberikan kesempatan untuk melancarkan kritik dengan 

mengungkapkan realita di dalam masyarakat. Namun sejak dibentuknya format yang 

baru dituangkan dalam UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tahun 

1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menggiring masyarakat 

Indonesia ke arah otoritarian. 

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengisian anggota MPR dan 

DPR dilakukan melalui pengangkatan secara langsung oleh Presiden tanpa melalui 

Pemilu. Selain itu, pada tahun 1973 pemerintah melaksanakan penggabungan 

sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 menjadi dua partai. Partai-partai yang 

berhaluan Islam menjadi partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai-partai 

nasionalis dan Kristen melebur ke dalam partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

Penggabungan partai ini menurut Denny JA mengakibatkan merosotnya perolehan 

suara kedua partai pada pemilu tahun 1977, sementara Golkar mendominasi 

perolehan suara, dominasi golkar terus berjlanjut hingga kemenangan terbesarnya 

pada pemilu 1997. 
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Tidak lama berselang, berbagai kebijakan yang berusaha menghalangi 

kebebasan beraspirasi juga bermunculan, seperti sulitnya menerbitkan surat izin 

usaha penerbitan pers (SIUPP)
86

, keterbatasan dalam melakukan aktivitas sosial 

politik dan kesulitan untuk menciptakan suatu perubahan yang berkenaan dengan 

sektor sosial politik ekonomi tanpa seizing pemerintah. Akhirnya, sesuai dengan apa 

yang dikatakan Denny JA, demokrasi pada saat itu menjadi semu.
87

 Secara 

konstitusional, demokrasi pancasila merupakan asas dalam berkuasa. Namun dalam 

praktiknya justru lebih condong ke arah otoritarian. 

Kondisi ini juga diperparah dengan fungsi DPR yang tidak lagi mencerminkan 

wakil rakyat yang sesungguhnya, dan terjadi berbagai macam praktik kolusi, korupsi, 

dan nepotisme di segala sektor kehidupan. Tidak heran jika akhirnya Indonesia harus 

mengalami berbagai macam krisis di satu waktu, yaitu krisis ekonomi dan krisis 

politik sekaligus. Krisis ekonomi berasal dari ketidakberhasilan pemerintah dalam 

membendung gelombang-gelombang krisis, yang kemudian diikuti dengan krisis 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berbuntut dari hancurnya nilai-

nilai kejujuran, keadilan, etika politik, moral, hukum dasar-dasar demokrasi dan 

sendi-sendi keagamaan di masyarakat. 

 Bagi ICMI, demokrasi merupakan suatu pilihan bagi bangsa Indonesia untuk 

mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yaitu dalam rangka mencapai kemakmuran 

dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun hubungan antara demokrasi dan 
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kesejahteraan bukanlah suatu hubungan yang linear. Jika banyak pendapat 

mengatakan ósemakin demokratis suatu Negara maka akan semakin makmur 

rakyatnyaô, maka ICMI seolah menepis pandangan itu dengan mengatakan bahwa 

tidak adanya bukti dari gagasan tersebut, karena pada kenyataannya memang belum 

ada fakta empiris yang mampu membuktikan pandangan tersebut. 

ICMI menilai bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu 

bangsa tidak disebabkan oleh faktor tunggal semata, dalam artian, masih banyak 

faktor lain yang dapat menciptakan kemakmuran masyarakat di luar demokrasi itu 

sendiri. Faktor-faktor tersebut misalnya pendidikan masyarakat, sumber kekayaan 

alam, sosial, budaya dan lain sebagainya.
88

 

 Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh ICMI maupun 

masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung berjalannya proses demokrasi di 

masyarakat. ICMI menilai perlunya mengasah kepedulian, komitmen dan 

kesungguhan untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan praktik demokrasi di 

Indonesia agar sistem itu dapat selalu diperbaiki. Demokrasi dalam pandangan ICMI 

juga tidak menyangkut masalah demokrasi politik, melainkan demokrasi dalam 

bidang ekonomi dengan didukung oleh rule of law. Pada akhirnya, demokrasi yang 

diharapkan tidak hanya demokrasi yang bersifat prosedural, melainkan demokrasi 

substansial. 
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 2.7.2 HAM sebagai Syarat Demokrasi 

 Pemikiran lainnya yang lahir dari intelektual-intelektual muslim ICMI adalah 

pemikiran tentang pentingnya penerapan HAM di masyarakat. Tema pemikiran 

tentang HAM di masa Orde Baru merupakan tema yang cukup riskan. Dalam 

mengusung diskursus tentang HAM, melalui Center for Information and 

Development Studies (CIDES), sebuah think-tank ICMI, diskursus mengenai HAM 

pertama kali dikeluarkan. Dalam terbitan pertamanya, CIDES langsung meluncurkan 

tulisan yang mengupas tentang pentingnya HAM di masyarakat. 

Tak sampai disitu, pada Mei 1992 ICMI juga mengadakan sebuah seminar 

dengan topik ñHak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesiaò yang diselenggarakan 

oleh Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI, suatu badan otonom yang bergerak 

dalam bidang SDM di ICMI. Namun, karena tak memiliki izin, seminar itu 

dibubarkan oleh Kapolsek. Tak lantas menyerah, topik mengenai HAM terus dikaji 

oleh ICMI, bahkan dalam suatu agenda besar ICMI yakni Silaknas ICMI tahun 1993 

di Hotel Indonesia, Jakarta. 

 Kajian mengenai HAM yang pada saat itu dianggap penting untuk dimiliki 

dalam proses demokrasi di Indonesia kemudian melahirkan berbagai macam 

rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tak lama dari masukan tersebut, 

melalui KEPRES No. 50/1993 dibentuklah Komnas HAM.
89

 ICMI memang tidak 
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terlibat langsung dalam proses pembentukan Komnas HAM. Namun ICMI dinilai 

mampu memainkan peran yang cukup nyarta bagi upaya besar tersebut untuk 

mengambil posisi di garis depan untuk mendukung pembentukannya. 

 Masih seputar peran ICMI dalam mewujudkan penerapan HAM di Indonesia, 

setelah pembentukan Komnas HAM tersebut, ICMI melalui CIDES juga berusaha 

menyusun program HAM sendiri, yakni program untuk pemantauan pelanggaran 

HAM di Indonesia. Sementara, CIDES melalui seminarnya juga merekomendasikan 

pencabutan perundang-undangan yang tidak mendukung penegakan HAM. 

Selain itu, terdapat lima agenda besar yang dirumuskan oleh CIDES dalam 

rangka mempercepat penerapan HAM di Indonesia, yakni Pertama, mempersoalkan 

pentingnya HAM dalam konteks manusia Indonesia seutuhnya. Kedua, dengan 

mengagendakan pemikiran kritis atas pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga, melalui 

pengembangan budaya politik yang prularis dan hubungan yang saling setara. 

Keempat, menawarkan pentingnya peningkatan perhatian terhadap tumbuh 

kembangnya ekonomi kerakyatan, dan Kelima, mendorong terbangunnya opini publik 

untuk kebijakan luar negeri yang bersifat emansipatoris.
90

 

 Pada akhirnya, HAM bagi ICMI bukanlah soal kebebasan dalam ranah politik 

semata. Melalui HAM lah cita-cita bangsa untuk menciptakan suasana yang 

demokratis akan berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. 
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2.7.3 Indonesia Menuju Masyarakat Madani 

Mundurnya Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan digantikan sementara 

Habibie merupakan momen yang tidak dapat disia-siakan begitu saja oleh ICMI 

untuk mewujudkan cita-citanya. Habibie sebagai pemimpin ketiga Indonesia 

sebenarnya telah lama memimpikan suatu karakter masyarakat yang beradab. Hal ini 

dibuktikannya melalui masa jabatannya yang kurang lebih 16 bulan untuk 

mewujudkan satu persatu pemikiran ICMI. 

Salah satu pemikiran ICMI yang memperoleh porsi yang cukup besar di masa 

pemerintahan Habibie adalah dengan mewujudkan pemikirannya tentang masyarakat 

madani. Tidak hanya sebatas wacana, pemikiran ICMI dalam mewujudkan 

masyarakat madani juga disambut baik oleh Habibie sebagaimana dikeluarkannya 

Keputusan Presiden (KEPRES) No. 198 tahun 1998 tentang pembentukan Tim 

Nasional Reformasi Masyarakat Madani. 

Dalam keputusan presiden tersebut, adanya ketetapan untuk membentuk Tim 

Nasional Reformasi untuk Mewujudkan Masyarakat Madani (yang selanjutnya 

disebut sebagai Tim Nasional) tersebut didasarkan pada  adanya perkembangkan arus 

Reformasi yang terus meluas ke berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, telah 

membawa dampak yang amat besar terhadap kehidupan ekonomi, politik, hukum, 

sosial dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga dengan dibentuknya Tim Nasional 

tersebut diharapkan Indonesia melalui kaum pemikirnya dapat merumuskan 



92 

 

 

kebijaksanaan antisipatif untuk mempersiapkan berbagai aspek kehidupan bangsa dan 

Negara.
91

 

Tim tersebut pada akhirnya dibuat untuk membahas masalah-masalah pokok 

yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat madani Indonesia, yang 

bertugas; 1) Menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, 

sosial dan budaya serta pemikiran dampak globalisasi terhadap berbagai aspek 

kehidupan bangsa. 2) Melakukan telaah dan pengkajian terhadap perkembangan 

global jangka menengah dan panjang dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial 

dan budaya serta berbagai peluang dan dampak terhadap kepentingan nasional, 3) 

Menyusun makalah (konsepsi) kebijaksanaan (policy papers) tentang perkiraan arah 

perkembangan transformasi tersebut untuk disampaikan kepada Presiden dan 4) 

Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong 

transformasi bangsa menuju masyarakat madani. 

Pembentukan tim ini pun juga melibatkan banyak orang-orang ICMI di 

dalamnya seperti Adi Sasono, Ali Alatas, Ahmad Watik Pratiknya, Jimly Asshidiqie, 

Dawam Rahardjo, Dewi Fortuna Anwar, Yusril Ihza Mahendra, A. Makmur Makka, 

Marwah Daud Ibrahim dan Nurcholish Madjid.  

Bagi ICMI sendiri, makna masyarakat madani adalah terbangunnya pilar 

nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme dan penghormatan hak azasi manusia 
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(HAM) dengan semangat nilai-nilai ajaran Islam dan meniadakan asas sekularisme di 

masyarakat. Masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya terkekang atas kebebasan 

demokrasi diharapkan dapat lebih bebas dalam bersikap. 

 

Gambar 2.5 Pilar dalam Mewujudkan Masyarakat Madani  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Sumber: Diolah oleh peneliti, Mei, 2017. 

 

Pengertian masyarakat madani dalam perspektif pemikiran ICMI dapat 

dirumuskan secara sederhana, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan 

demokratis, dengan landasan iman dan takwa mencapai kebaikan melalui amar 

maôruf nahyi munkar. Dengan demikian, ringkasnya, bagi ICMI masyarakat madani 

dibangun di atas pilar-pilar yang mempunyai nilai-nilai demokrasi, toleransi, 

pluralisme, penghormatan hak azasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. 

Dari adanya cita-cita ini, terbukti ICMI menunjukkan respon atas pemikiran 

yang berasal dari barat. Konsep masyarakat madani ini bukanlah konsep asli yang 

dilahirkan ICMI. Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani sebelumnya sudah 

digaungkan di beberapa belahan dunia lainnya. Hanya saja dalam pemikiran tersebut 
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ICMI tidak melepaskan nilai-nilai Islam, sekalipun pada cita-cita yang diambil dari 

pengaruh ajaran barat. 

Beberapa pemikiran ICMI yang akhirnya mengkonstruksi terwujudnya 

masyarakat madani yang adalah: 

1. Adanya sistem politik yang adil/demokratis, yaitu sistem politik yang 

mengedepankan kebebasan dan keadilan bagi masyarakat. Dalam pemikiran ini, 

ICMI melihat di masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok yang 

menyikapi prinsip demokrasi secara berbeda. Hal ini kemudian 

dikelompokkannya menjadi tiga kelompok. Pertama, yaitu kelompok yang 

menolak demokrasi dengan alasan bahwa demokrasi adalah persamaan warga 

Negara. 

Kelompok ini menganggap adanya kemustahilan untuk mewujudkan 

persamaan tersebut. Sementara, manusia menurut kelompok pertama hanya 

perlu menjalankan perintah Tuhannya, tidak lebih. Kelompok kedua, yaitu 

kelompok yang memegang prinsipnya sendiri tetapi mengakui adanya kemiripan 

antara demokrasi dengan Islam, yaitu sebagaimana yang ada dalam al-qurôan. 

Misalnya prinsip-prinsip keadilan, persamaan, tanggungjawab pemerintah, 

tujuan Negara, musyawarah, dan hak-hak oposisi. 

Perbedaannya adalah, dalam Islam, hukum-hukum manusia dibatasi oleh 

hukum Ilahi, artinya manusia tidak mempunyai kebebasan yang mutlak. 

Kelompok Ketiga, yaitu kelompok yang menerima sepenuhnya asas demokrasi 
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sebagai sesuatu yang universal. Menurut kelompok ini, demokrasi adalah 

sesuatu yang diwujudkan dengan jujur, kompetitif, akuntabel dan adil serta 

didalamnya ada kebebasan pers/oposisi, penghormatan hak minoritas dan  lain 

sebagainya. 

2.    Menjunjung tinggi nilai Pluralisme dan Toleransi. Menurut ICMI Poin 

kedua yang menjadi pedoman dalam mewujudkan masyarakat ini merupakan 

poin yang tidak dapat ditinggalkan. Para pengurus ICMI memandang bahwa 

pluralisme merupakan hukum alam (sunnatullah) sekaligus karunia dari Allah 

swt. Pluralisme ada sebagai sesuatu yang terberi, sehingga tidak ada alasan 

yang dapat membeda-bedakan antara kelompok satu dengan yang lain. 

   Perbedaan menurut  bukan didasarkan pada kekayaan, keturunan, 

pendidikan atau kehormatan yang dimiliki,  melainkan pada tingkat 

ketaqwaannya pada Allah swt. Karena itu, sangat rasional jika banyak ayat Al-

Quran dan Al-Hadits yang mengatur tentang larangan pelanggaran terhadap 

hak-hak orang lain. Sesungguhnya penggunaan hak-hak individu menurut 

Islam tidak boleh semena-mena dan merugikan orang lain atau yang dikenal 

dengan sifat taassuf (sewenang-wenang). 

3.    Terwujudnya prinsip Keadilan. Bagi ICMI, Islam dalam ajarannya adalah 

agama yang menempatkan manusia pada posisi yang sejajar satu sama lain. 

Seperti yang telah dijelaskan, perbedaan antara satu dengan yang lain bukan 

karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan pada tingkat 

ketakwaannya.  
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Dalam mewujudkan pemikiran ini, ICMI berusaha menempuh jalur-jalur stuktural 

pada saat itu, yakni dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peran ICMI pada 

saat itu belum terfokus pada sektor mikro, sehingga kontribusinya baru bersifat 

makro. 

 2.7.4 Sistem Ekonomi Syariôah 

Sumbangan lain yang diberikan ICMI dalam menujukkan kebermanfaatannya 

pada masyarakat adalah dengan menawarkan suatu sistem ekonomi syariôah. 

Kontribusi ICMI dalam mewujudkan bangkitnya ekonomi umat tidak dapat 

dilupakan. Sebab melalui organisasi ini, telah lahir berbagai macam kajian mengenai 

sistem ekonomi yang berorientasi pada syariat Islam. Sebelumnya, upaya untuk 

mewujudkan sistem ekonomi syariôah ini telah ada sejak tahun 1980-an melalui 

berbagai forum yang melibatkan tokoh-tokoh cendekiawan pada saat itu. 

Pada masa ICMI lah baru tercipta institusi ekonomi syariôah, yang sampai 

saat ini dipilih sebagai jalan ICMI dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. 

Langkah lain sebenarnya dapat dilakukan, yaitu dengan mengubah program 

pemerintah dari dalam agar berorientasi pada rakyat. Bagi ICMI, kebijakan ekonomi 

Negara harus jelas berpihak kepada masyarakat luas, dan bukan pada elite tertentu. 

dengan demikian, kebijakan harus berorientasi untuk menghidupkan sektor riil atau 

usaha nyata, bukan untuk melayani kepentingan sebagian pihak. 

ICMI menilai, Indonesia harus belajar menerapkan sistem ekonomi yang ada 

di dalam Islam. Selain karena Indonesia diduduki oleh mayoritas masyarakat muslim, 
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ICMI juga menilai sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi terbaik karena 

di dalamnya menyangkut hubungan saling menguntungkan diantara pelaku ekonomi. 

 Dalam merealisasikan pemikirannya, ICMI melalui Habibie pertama kali 

berusaha mengkritik kebijakan pemerintah mengenai tingkat suku bunga perbankan 

yang dinilainya tidak kondusif bagi tumbuhnya iklim usaha. Walau akhirnya banyak 

pro dan kontra terhadap sistem ekonomi yang dikemukakan ICMI, pemerintah Orde 

Baru belum begitu yakin untuk mengadopsi sistem ekonomi alternatif tersebut. 

Sistem ekonomi ICMI baru diwujudkan sejak krisis moneter. Setelah ada kesempatan 

untuk ICMI masuk, barulah ICMI secara konsisten berusaha mendirikan institusi 

ekonomi syariôah, diantaranya; PNM, Asuransi, Reksadana, Dompet Dhuafa, BMT 

dan lain sebagainya. 

 2.7.5 Pluralisasi Informasi  

 Dalam rangka memperluas pengaruhnya dalam mensosialisasikan nilai-nilai 

Islam di masyarakat, ICMI menilai pentingnya melakukan internalisasi nilai-nilai 

Islam melalui media massa. Sekilas, pembentukan media ICMI merupakan suatu hal 

biasa yang sering dilakukan oleh berbagai jenis organisasi. Namun bagi ICMI, 

penerbitan media massa oleh ICMI merupakan proses untuk membawa Islam kembali 

ke tengah. Jika sebelumnya masyarakat banyak yang merasa asing akan nilai-nilai 

Islam, dari sinilah sosialisasi nilai itu diperlukan. 

Latar belakang didirikannya media ICMI itu didasarkan pada potensi umat 

Islam sendiri yang dinilai membawa pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan 
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opini publik di masyarakat. Melalui media ini kemudian diharapkan Islam dapat 

menunjukkan jati dirinya ke permukaan. Agar dari upaya ini terdapat suatu rangkaian 

informasi baru mengenai Islam yang dapat diakses oleh masyarakat. 

 Sebagaimana yang dikutip Zaim dan Usman, A Makmur Makka menguraikan 

tiga tujuan penerbitan media ICMI, Pertama, untuk mewadahi aspirasi umat Islam 

sebagai bagian terbesar bangsa indonesai. Kedua, mendorong umat Islam makin kritis 

dan bermoral. Ketiga, mendidik umat untuk bersikap partisipatif sebagai pembaca 

yang aktif.
92

 Tak lama setelah adanya rencana itu, melalui SIUPP bernomor 

283/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1992 tanggal 09 November 2012, didirikanlah 

Republika sebagai think-tank kedua ICMI setelah CIDES. 

 Setelah berdirinya Republika, banyak umat Islam yang akhirnya berlomba-

lomba untuk mendukungnya. Banyak pula diantara mereka yang mulai membeli 

lembar saham dari perusahaan tersebut. Walaupun pada akhirnya proses 

pengaplikasian pemikiran itu tidak berjalan begitu mulus karena banyaknya konten-

konten di luar ajaran Islam yang dimuat dalam harian tersebut, namun lahirnya 

Republika merupakan sebuah catatan penting tersendiri dalam sejarah pers Islam di 

Indonesia. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ade Armando, lahirnya Republika merupakan 

awal dari terciptanya pluralisasi informasi. Artinya, informasi yang tersedia di media 

massa setelah lahirnya Republika jadi beragam. Sementara, David T Hill 
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sebagaimana yang dikutip Zaim dan Usman menganggap lahirnya Republika berhasil 

memperlihatkan kemampuan pers Islam untuk beranjak dari pers pinggiran ke pers 

utama.
93

 

 2.7.6 ICMI dan Pengembangan Sayap Islam di Dunia 

 Langkah ICMI untuk mewujudkan Islam global berangkat dari pandangan 

bahwa masyarakat Islam sekarang seharusnya dapat memberikan kontribusi yang 

cukup bagi peradaban dunia. ICMI sebagai gerakan intelektual, yang pada saat itu 

namanya sudah dikenal hingga di kancah internasional tentu tidak ingin menyia-

nyiakan kesempatan ini untuk memperluas sayap Islam di dunia. 

Hal ini berawal dari adanya fenomena pasang naik dan pasang surutnya nilai-

nilai Islam di masyarakat dunia. Islam sebelumnya pernah berada dalam masa 

kejayaannya, namun juga sekaligus pernah mengalami keterpurukan. Berbagai 

macam bentuk kolonialisasi pada akhirnya semakin merapuhkan ketahanan nilai-nilai 

Islam pada masyarakat. 

 Bagi ICMI, semakin lemahnya kesadaran umat Islam untuk menegakkan etika 

Islam membuat wajah masyarakat Islam semakin compang-camping. Kontribusi umat 

Islam yang sangat sedikit pada proses pembangunan masyarakat disebabkan karena 

adanya kelemahan pada sumber daya manusia. Sementara cara untuk mengeluarkan 

masyarakat dari keadaan itu adalah dengan menciptakan keseimbangan di dunia yang 
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bermuara pada keadilan dan kesetaraan. ICMI merumuskan empat peran yang dapat 

dilakukan dalam rangka mewujudkan Islam global. 

Pertama, dengan meningkatkan SDM dan penguasaan IPTEK di kalangan 

umat Islam di dunia. Kedua, mengupayakan agar nilai-nilai Islam menjadi inspirasi 

alternatif dalam menciptakan dunia baru yang lebih adil, damai dan tenteram, Ketiga, 

yaitu dengan menggeser kepeloporan umat Islam yang tersentralisasi di Timur 

Tengah ke seluruh wilayah Islam terbesar di dunia. Keempat, yaitu dengan menjadi 

inspirasi bagi Negara-negara yang umat Islam adalah mayoritas namun secara politik 

terpinggirkan.
94

 

Realisasi dari pemikiran ini adalah dengan mendirikan organisasi IIFTIHAR 

(International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources 

Development) di Jeddah pada 1996. Lahirnya organisasi ini diciptakan melalui 

kerjasama ICMI dengan berbagai Negara muslim di dunia. Akhirnya, dengan 

didirikannya IIFTIHAR diharapkan umat Islam dapat mempromosikan ilmu 

pengetahuan, tekonomoli dan pengembangan sumberdaya manusia di kalangan 

masyarakat muslim di seluruh dunia.
95

 

Penutup 

 ICMI merupakan organisasi intelektual yang dibentuk pada 07 Desember 

1990. Kelahiran ICMI membawa misi untuk menciptakan hubungan yang harmonis 
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antara Islam dengan pemerintah yang sebelumnya cenderung bertolakbelakang. 

Dalam proses panjang sejarahnya, yang paling menonjol dari kelahiran ICMI adalah 

pada adanya respon positif pemerintah Soeharto terhadap keberadaan ICMI. 

Hal inilah yang kemudian berujung pada timbulnya stigma-stigma negatif 

yang menyangkut keberadaan ICMI sebagai agen politik pemerintah Orde Baru. 

Namun, terlepas dari adanya pro dan kontra tersebut, kontribusi yang dilakukan ICMI 

tidak dapat diindahkan, sebab sejak kelahirannya, organisasi ini telah berhasil 

menyumbangkan berbagai pemikirannya, diantaranya; pemikiran tentang Demokrasi, 

HAM dan Ekonomi Syariôah. 

Dalam implementasi pemikirannya, ICMI berhasil menciptakan perubahan 

dalam sistem sosial, ekonomi dan politik makro dengan membawa nilai-nilai 

keislaman sebagai suatu alternatif dalam bermasyarakat, terutama dalam sistem 

ekonomi syariôah yang hingga saat ini masih digunakan. Berdasarkan hal tersebut, 

ICMI kemudian diharapkan untuk dapat melakukan peran serupa di era Reformasi, 

yang sekaligus dapat menepis stigma negatif yang seringkali ditujukan pada ICMI. 
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BAB III  

PEMIKIRAN ICMI DALAM KONTEKS ERA REFORMASI  

Pendahuluan 

 Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai konteks sosial, ekonomi 

dan politik masyarakat di era Reformasi sebagai gambaran sebelum melihat peran 

ICMI di masyarakat. dalam sub-bab ini diketahui bahwa setelah masa Orde Baru, 

Indonesia mengalami banyak perubahan seiring dengan bergantinya jabatan 

kepresidenan di Negara. Berbagai perubahan-perubahan sosial pun terjadi selama Era 

Reformasi dan menuntut adanya peran ICMI sebagai kelompok intelektual. 

Pada bagian selanjutnya, peneliti akan memaparkan tiga buah pemikiran ICMI 

yang menyangkut aspek sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Ketiga pemikiran 

yang didapatkan adalah pemikiran tentang; 1) Produksi Kemampuan Kepemimpinan, 

2) Reformasi Ekonomi dan 3) Pendidikan Berbasis Karakter. Di bagian terakhir, 

peneliti juga berusaha mendeskripsikan implementasi pemikiran-pemikiran tersebut 

untuk melihat ada dan tidaknya pengaruh pemikiran ICMI di Era Reformasi terhadap 

masyarakat. Data-data dalam bab ini kemudian akan digunakan sebagai bahan 

analisis yang akan diuraikan lebih mendalam pada bab selanjutnya. 

3.1 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Masyarakat Era Reformasi 

 Kehidupan Reformasi Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru 

yang setelah 32 tahun dikuasai oleh Soeharto. Pada saat itu, gerakan Reformasi yang 

melibatkan jutaan massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa itu sama-sama 
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menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Gerakan Reformasi ini disatu sisi 

berdampak pada semakin merosotnya kondisi masyarakat Indonesia, namun disisi 

lain membuat masyarakat lepas dari doktrin hegemoni yang selama ini telah menjadi 

hambatan dalam mewujudkan aspirasinya. 

Momentum demi momentum terjadi baik selama berkuasanya pemerintahan 

Orde Baru hingga datangnya gelombang Reformasi yang berhasil menambah catatan 

panjang perpolitikan Indonesia. Bangkitnya kaum intelektual merupakan salah satu 

momentum yang terjadi kurang lebih 13 tahun sebelum Reformasi dilakukan. 

Bangkitnya kaum intelektual ini berujung pada sebuah kritik masa yang tak 

hentinya berusaha untuk memecah perlawanan sikap otoritarianisme rezim Orde Baru 

yang telah ditunjukkan sejak awal berkuasa. Selain itu, anjloknya nilai tukar rupiah, 

peningkatan angka pengangguran dan banyaknya perusahaan bangkrut juga berbuntut 

pada adanya krisis moneter tahun 1997. Kondisi ini diperparah dengan adanya krisis 

politik di masyarakat, di mana masyarakat sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap 

pemerintahnya sendiri. 

Akhirnya, bak penyakit yang semakin lama semakin parah serta banyaknya 

tekanan dari berbagai pihak, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto resmi melepaskan 

jabatannya dengan membacakan surat pengunduran dirinya didepan seluruh 

masyarakat Indonesia. Tiga hari sebelumnya, yakni pada tanggal 18 Mei 1998 sekitar 

pukul 15.30 WIB, Harmoko yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Penerangan 

Indonesia, di depan Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa menyatakan 
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bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para 

Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan 

bijaksana.
96

 

Walau pada akhirnya menurut Panglima ABRI (PANGAB) Jenderal TNI 

Wiranto pidato Harmoko itu merupakan sikap individu bukan kelompok, namun hal 

itu seolah menjadi penguat alasan yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto, 

yakni seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa desakan datang dari berbagai 

sudut seolah-olah membuat Soeharto pada saat itu tidak memiliki pilihan lain selain 

benar-benar mundur dari jabatannya. 

Satu hari setelah pidato Harmoko, pada tanggal 19 Mei 1998, sekitar pukul 

09.00, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum 

PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur 

Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, 

Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari 

Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin 

Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin 

dari NU. Setelah pertemuan itu, Presiden Soeharto mengatakan akan segera 

                                                           
96

 Hery H Winarno dan Ramadhian Fadillah, Ini momen-momen menegangkan jelang Soeharto lengser 

21 Mei 1998, diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-momen-momen-menegangkan-

jelang-soeharto-lengser-21-mei-1998.html pada tanggal 29 April 2017 pukul 13.45 WIB. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-momen-momen-menegangkan-jelang-soeharto-lengser-21-mei-1998.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-momen-momen-menegangkan-jelang-soeharto-lengser-21-mei-1998.html


105 

 

 

 

melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VII sekaligus mengganti namanya 

menjadi Kabinet Reformasi.
97

 

Pada saat itu, Soeharto juga mengemukakan bahwa dirinya siap mundur. 

Namun beberapa hal sempat membuatnya ragu ketika mengetahui Habibie lah yang 

akan menggantikannya sebagai Presiden. Pada saat itu Soeharto merasa Habibie 

belum cukup kuat untuk menggantikan posisi dirinya.
98

 Selanjutnya, pada malam 

tanggal 20 Mei 1998, Wiranto mengunjungi Soeharto dan memintanya untuk 

mengundurkan diri dari jabatannya sebab ia tidak memiliki pilihan lain.  Permintaan 

inipun secara terpaksa harus disetujui oleh Presiden Soeharto. Keesokan harinya, 

tepat pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran 

dirinya didepan seluruh masyarakat Indonesia, yang kurang lebih berbunyi; 

ñSejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan 

situasi nasional kita terutama aspirasi rakyat untuk megadakan Reformasi di 

segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman 

saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan 

bahwa Reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan 

konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta 

kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana 

pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet 

Pembangunan ke-7, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan 

Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya 

tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. 

Dalam keinginan untuk melaksanakan Reformasi dengan cara yang sebaik-

baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite 

Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak 

diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat 

sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara 

dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan 
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ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang 

ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan 

saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyatan ini pada hari 

ini, Kamis 21 Mei 1998.
99

 

Kemunduran Presiden Soeharto itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 

sumpah presiden oleh BJ Habibie, selaku presiden ketiga yang pada saat itu 

menggantikan sisa masa kepemimpinan Soeharto. Pembacaan sumpah BJ Habibie di 

depan Mahkamah Agung pada saat itu pada akhirnya sekaligus menandakan 

mulainya masa kepemimpinan Presiden Habibie sebagai Presiden Ketiga Republik 

Indonesia. Selanjutnya, berbagai kebijakan muncul di masa itu, seperti; 1) Kebebasan 

Jumlah Partai dalam Pemilu, 2) Merdekanya rakyat timor-timur, 3) Reformasi di 

bidang ekonomi, 4) Pengakuan HAM, 5) Reformasi politik, 5) Pemberantasan 

korupsi, dan lain sebagainya. Rentetan kebijakan-kebijakan itu kemudian 

menciptakan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang baru dimasyarakat, yang 

nantinya akan dipaparkan secara lebih detil di sub-bab berikut. 

 3.1.1 Kondisi Sosial 

Proses politik yang terjadi pada akhir masa Orde Baru hingga ke awal Era 

Reformasi mengantarkan Negara Indonesia pada berbagai perubahan yang mencolok. 

Dalam bidang sosial, perubahan dalam aspek ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan 

yang pernah diambil Habibie, sebagai presiden pengganti Soeharto di masa 

pemerintahannya. Salah satunya adalah dengan melakukan pemberian pilihan antara 
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otonomi khusus kepada Timor Timur di dalam Negara Kesatuan RI atau memisahkan 

diri dari Indonesia.  

Buah dari kebijakan ini kemudian menimbulkan kesepakatan bahwa Timor 

Timur menolak untuk menerima otonomi khusus dan memilih dimerdekakan. Di 

tahun-tahun berikutnya, pemerintah mulai mengambil langkah untuk memberikan 

otonomi khusus ke Aceh dan Papua. Hal ini untuk menghindari hal serupa seperti 

yang dialami oleh Timor Timur. 

Selain itu, masih adanya berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM yang 

menyangkut tokoh-tokoh politik, konglomerat, dan oknum TNI tidak pernah 

terselesaikan secara adil dan jujur. Hal ini otomatis semakin mengikis kepercayaan 

masyarakat terhadap penguasa, sekalipun telah terjadi pergantian pemimpin sebanyak 

dua kali sejak tumbangnya Soeharto. 

Terjadinya krisis ekonomi dan politik di Indonesia di masa Soeharto juga 

menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah merosot tajam. 

Akibatnya, gelombang unjuk rasa dan kerusuhan sosial terjadi di mana-mana. 

Berbagai macam kekerasan seperti amuk masa, penghancuran, pembakaran pusat 

ekonomi terjadi di kota-kota di Indonesia. Selain itu, tingginya jumlah pengangguran 

juga menyebabkan kejadian-kejadian ini semakin beralasan. 

Tadjuddin Noer Effendi sebagaimana mengutip jurnal Chris Manning 

mengatakan bahawa sebelum adanya krisis ekonomi, angka pengangguran terbuka 
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total telah mencapai angka 7% sedang angka pengangguran setengah terbuka di 

perkotaan sudah mencapai angka 18,6%.
100

 

Angka pengangguran terbuka semakin meningkat tajam dan melanda hampir 

seluruh lapisan masyarakat sehingga memicu terjadinya gelombang pemutus 

hubungan kerja (PHK) yang muncul akibat banyaknya perusahaan yang terpaksa 

harus gulung tikar. Sementara itu, selama krisis, jumlah penduduk yang hidup di 

bawah garis kemiskinan meningkat dari sekitar 12 juta di awal tahun 1997 menjadi 

sekitar 80 juta di pertengahan tahun 1998. Sementara menurut ILO (International 

Labour Organization), angka kemiskinan masyarakat Indonesia di pedesaan tahun 

1998 telah mencapai 53% dan di perkotaan sekitar 39%.
101

 

Berbagai fenomena sosial tersebut seolah menjadi sesuatu yang tidak dapat 

ditolak. Masalah satu dengan lainnya seolah muncul secara berkaitan dan 

menimbulkan efek bola salju yang semakin masif. Hanya saja di masa setelah 

Reformasi, keterbukaan atau demokrasi semakin dihargai. Namun hal ini tidak serta 

merta melepaskan masalah-masalah tersebut. 

Masyarakat yang sebelumnya tidak dapat menyuarakan haknya itu mulai 

diberikan kebebasan menentukan dirinya sendiri. Namun, bak mata uang yang 

mempunyai dua sisi, kebijakan demorkatisasi justru membuat masyarakat 

terkelompok-kelompok menjadi beberapa bagian. 
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Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kondisi sosial 

Indonesia ditandai dengan kebijakan yang diambil oleh Gus Dur yang seringkali 

bersifat kontroversial dan sulit diterima oleh banyak orang. Diantara kebijakan yang 

diambil oleh Gus Dur di masa kepemimpinannya sebagaimana yang dikutip M. 

Hamid adalah; 1) Mengumumkan bahwa hari Imlek (Tahun baru cina) menjadi hari 

libur opsional. Tindakan ini juga pada akhirnya diikuti dengan pencabutan larangan 

penggunaan huruf Tionghoa, 2) Mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi: 

pembubaran MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan 

mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun dan membekukan Partai Golkar sebagai 

bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR
102

. 

Selanjutnya, di masa kepemimpina Megawati, kebijakan yang diambil adalah  

merekrut 4110 guru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 

3000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh
103

. 

Sedikitnya 506 bangunan sekolah di seluruh MAD terbakar, atau 10% dari total 

bangunan sekolah di seluruh NAD. Rehabilitasi fisik sekolah baru akan dimulai awal 

2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu satu tahun serta dana lebih dari Rp 300 

miliar untuk menyelesaikannya. 

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden berhasil 

meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh. Kehidupan 
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masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan 

kepentingan individu. Arus urbanisasi juga semakin marak. Tidak ada konflik agama 

atau kebijakan-kebijakan yang diambil tidak atas persetujuan kelompok cendekiawan. 

Dinamika perubahan sosial kembali terjadi di masa pemerintahan Joko 

Widodo setelah pendidikan revolusi mental diterapkan dan berbagai kebijakan-

kebijakan lain yang diambil atas pertimbangan tertentu. 

 3.1.2 Kondisi Politik 

 Transisi pemerintahan dari era Orde Baru ke era Reformasi merupakan 

catatan yang singkat, namun menciptakan berbagai macam perubahan yang signifikan 

dari banyak sektor kehidupan masyarakat. Tak hanya dari sisi sosial-ekonomi, 

perubahan yang terjadi pada masa Reformasi juga terjadi dalam sistem politik. 

Beberapa perubahan yang terjadi misalnya, setelah turunnya Soeharto, Indonesia 

mengalami kekosongan kekuasaan sehingga hal ini sangat berpengaruh pada politik 

Negara. 

Adanya konflik horizontal dan politik aliran yang tak terkendali juga 

menyebabkan masyarakat terbagi-bagi menjadi berbagai golongan. Perubahan 

lainnya yang cukup signifikan dan berkaitan dengan posisi ICMI adalah dengan 

naiknya BJ Habibie sebagai pengganti presiden membuat legalitas ICMI semakin 

besar untuk tergabung dalam perpolitikan praksis. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 
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Kabinet Reformasi pertama, yang di dalamnya cukup banyak diisi oleh tokoh-tokoh 

yang berpengaruh dalam ICMI. 

1. Kekosongan Kekuasaan 

Ditengah adanya proses transisi yang sulit setelah turunnya Soeharto 

adalah pada adanya kekosongan kekuasaan di Negara. Transisi di masa ini 

dianggap sebagai proses yang sulit, di mana ketika sistem otoritarian telah 

kehilangan legitimasi dan basis moralnya, konsensus tentang nilai baru belum 

dilakukan. Hal ini yang kemudian membuat Indonesia sulit untuk menuju 

sistem yang demokrasi, karena antara otoritarianisme dan demokrasi 

merupakan kutub yang berbeda. 

Denny JA mengatakan, situasi demokrasi Indonesia di masa transisi 

masih bersifat labil, atau dapat dikatakan sebagai demokrasi semu (psedo-

democracy), demokrasi elektoral (electoral democracy) atau demokrasi liberal 

yang belum terkonsolidasi (unconsolidated liberal democracy).
104

 Pada 

akhirnya, pada masa ini, tidak ada terciptanya kekuatan politik yang sah. 

Pemegang kekuasaan juga bukan orang-orang yang secara langsung dipilih 

oleh rakyat dan adanya kondisi objektif yang menyulitkan adanya stabilitas 

rezim yang plural.  
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2. Munculnya Politik Aliran  

Islam sebelum runtuhnya Orde Baru memang telah mempunyai 

porsinya tersendiri dalam kebudayaan dan politik Negara. Setelah sebelumnya 

di masa Orde Lama umat Islam tidak berhasil menjadikan Islam sebagai 

ideologi Negara, pada masa Orde Lama pula Islam berada dalam bawah 

tekanan dan terpinggirkan. Baru sepuluh tahun sebelum lengsernya Orde 

Baru, Islam mulai bergerak ke tengah. 

Hal yang terjadi bagi keberlangsungan umat Islam setelah masa 

Soeharto adalah terbuktinya konsep tiga aliran politik Islam di masyarakat 

antara santri, abangan dan priyayi. Kelompok ini yang selanjutnya 

menyebabkan timbulnya dua kelompok politik besar di Indonesia, 

diantaranya: kelompok Islam santri dan kelompok abangan/priyayi. Dengan 

adanya pola yang seperti ini, dapat dilihat bahwa Islam pada saat itu tidak satu 

suara dalam mewujudkan kepentingannya. 

Hal ini dapat dilihat pada pemilu tahun 1999, kemudian melahirkan 

kemenangan pada partai terbuka, di mana partai ini terdiri dari PDIP, PKB, 

PAN dan Golkar. Tidak ada nama partai Islam dari kemenangan tersebut. 

Mereka yang menang justru mereka yang tidak menjadikan Islam sebagai 

aspirasi politiknya. Hal ini kemudian kembali menimbulkan pertanyaan, 
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ñbukankah mayoritas masyrakat Indonesia adalah muslim?ò
105

. Hal ini 

kemudian dapat dijawab oleh dua argumen. Pertama, adanya dikotomi antara 

Islam santri dan Islam abangan. Hal ini dicatat dalam pemilu 1955, di mana 

jumlah umat Islam abangan sebanyak 40%. Selain itu, masyarakat muslim 

banyak yang lebih memilih pemimpin yang nasionalis daripada pemimpin 

Islam itu sendiri. 

Argumen kedua adalah, adanya perubahan pada Islam santri, di mana 

sebelumnya mereka pernah disekolahkan di luar negeri, sehingga ketika 

kembali, mereka telah membawa paham barat.  Sementara itu, adanya 

pengaruh dari tokoh-tokoh muslim seperti Nurcholish Madjid dan Gus Dur 

juga dilansir sebagai penyebab adanya dikotomi Islam. Mereka ini adalah 

sebagian dari tokoh yang mendukung praktik Reformasi dan pluralisme. 

Mereka-mereka ini yang kemudian menjadi tokoh yang pada saat itu 

dianggap paling terbuka terhadap kemarahan masyarakat akibat keterpurukan 

di akhir Orde Baru. Hal ini sekaligus menguatkan pandangan bahwa tak dapat 

dipungkiri, jumlah Islam abangan yang pada saat itu banyak dan mendapatkan 

tempat di hati masyarakat justru membuat Gus Dur naik ke permukaan 

sebagai presiden keempat. 

Dari berbagai macam perubahan yang terjadi, dapat dilihat bahwa politik berjalan 

dengan cukup kontras jika ditarik garis pandangnya dari era Orde Baru, transisi dan 
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era Reformasi. Selanjutnya, terlepas dari poin di atas, Valina Singka juga 

memberikan pandangannya tentang peta perubahan politik Indonesia dilihat dari 

zaman Orde Baru hingga pasca Reformasi.
106

 

Tabel 2.2 Agenda Reformasi Politik  

No Agenda Rezim Lama Masa Transisi Masa Normal 

1 Ideologi 
Monopoli interpretasi 

oleh Negara 

Penghapusan 

monopoli interpretasi 
Ideologi terbuka 

2 Konstitusi 
Ditafsirkan untuk 

kepentingan penguasa 
Amandemen Interpretasi terbuka 

3 
Sistem 

kepartaian 
Dibatasi Multipartai Pembatasan alamiah 

4 Pemilu 
Proporsional tetapi 

dimanipulasi 
Proporsional 

Proporsional tetapi dengan 

penyempurnaan institusi 

5 

Lembaga 

Kepresidena

n 

-Nyaris absolut/tidak 

ada control 

-Hampir tidak terbatas 

-Dibatasi dengan 

control 

-Dibatasi dua periode 

-Pemisahan kekuasaan 

secara tegas 

-Dibatasi dua periode 

6 Tentara Alat kekuasaan 
Reposisi menjadi alat 

pertahanan Negara 

Profesional menjadi alat 

pertahanan Negara 

7 Birokrasi Alat kontrol negara Pembenahan birokrasi 
Profesional dan fungsi 

public service 

Sumber: Valina Singka sebagaimana dikutip oleh Arif  Furqon, 2002. 

Perubahan pada ideologi, konstitusi, sistem politik dan sebagainya mengalami 

perubahan jika dilihat dari ketiga masa tersebut dan sekaligus menjadi aspek kuat 

dalam menentukan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pada zaman Orde Baru, 

indikator-indikator seperti ideologi, konstitusi, sistem kepartaian, pemilu, lembaga 

kepresidenan, tentara dan birokrasi ada untuk mencapai kepentingan penguasa. 

Diantaranya banyak yang dimonopoli, dibatasi, dan seolah dibuat untuk menjadi alat 

bagi pemerintah melanggengkan kekuasaannya. 
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Di masa selanjutnya, ketujuh indikator itu mulai mengalami keterbukaan 

seperti adanya penghapusan monopoli, amandemen, sistem politik multipartai, 

reposisi dan lain sebagainya. Di masa selanjutnya, ketujuhnya cenderung berjalan 

semakin matang dan terbuka. Walau akhirnya harus kembali dihantam dengan 

kekecewaan terhadap sikap diktator Gus Dur yang mulai ditunjukkan perlahan. 

 Dalam pemerintahan Gus Dur, kondisi politik dalam negeri masih kurang 

stabil. Terdapat hubungan yang kurang harmonis antara Gus Dur menteri- menteri 

dan anggota DPR. Sementara beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pada masa 

ini adalah membubarkan Departemen Penerangan yang sebelumnya merupakan 

senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah 

membubarkan Departemen Sosial yang korup dan mencabut kewajiban SIUPP. 

Sementara dimasa kepemimpinan Megawati ditandai dengan proses-proses 

politik seperti pembentukan kabinet gotong royong, pembentukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), mengadakan pemilu demokratis tahun 2004 dengan 

memberikan hal pemilihan legislatif bagi masyarakat. 

Di masa selanjutnya, yakni di masa pemerintahan SBY, dibentuklah Kabinet 

Bersatu, Kabinet Bersatu Jilid II, konsep trias politika, sistem kepartaian, politik luar 

negeri dan kebijakan lainnya yang mewarnai kondisi perpolitikan Negara. Terakhir, 

dimasa Joko Widodo, kondisi politik Indonesia ditandai dengan masih banyaknya 

praktik politik oligarki di masyarakat. Di sisi lain, perlindungan terhadap HAM juga 
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belum dilakukan secara serius ditandai dengan masih banyaknya kekerasan antar 

masyarakat yang terjadi mengatasnamakan SARA. Selain itu, terdapat beberapa 

kewenangan yang tumpang tindih antara institusi pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan, sehingga menjadikan sistem komando tidak terfokus. 

 3.1.3 Kondisi Ekonomi 

 Hanya satu tahun sebelum berakhirnya rezim Orde Baru, Indonesia 

mengalami krisis ekonomi, atau yang sering disebut krisis moneter. Pada masa itu, 

yakni sekitar 1997, berbagai ketegangan sosial, ekonomi dan politik akhirnya berbuah 

pada sebuah catatan sejarah yang besar. Rendahnya depresiasi rupiah, utang luar 

negeri, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak konsisten dan faktor-faktor ekonomi 

lain selalu dikait-kaitkan sebagai sebab munculnya krisis moneter tersebut. 

Pada saat itu, nilai tukar rupiah yang sebelumnya ditutup pada level Rp 

4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 

17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen. 

Rupiah yang melayang tersebut, selain akibat meningkatnya permintaan dollar untuk 

membayar utang, juga merupakan reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/ 1999 

yang diumumkan 6 Januari 1998 dan dinilai tak realistis.
107

 Kondisi ini seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, menimbulkan efek bola salju yang semakin lama semakin 

besar. 
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Ratusan perusahaan bangkrut, gelombang PHK yang tidak terkendali, 

melonjaknya angka pengangguran yang hingga 4,68 juta orang pada 1997 dan 5,46 

juta orang pada 1998 dan meningkatnya angka kemiskinan yang hampir mencapai 50 

persen dari seluruh penduduk Indonesia.
108

 Dalam tataran yang lebih tinggi, 

pemerintah yang pada saat itu menjadi pihak yang seharusnya dipercaya oleh 

masyarakat justru menyuburkan tumbuhnya praktik KKN. Hal ini terjadi dalam 

berbagai tataran, baik pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, kolusi yang 

menyuburkan monopoli justru memisahkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. 

Konsentrasi pembangunan juga lebih banyak dilakukan di Jawa, sementara daerah 

lain tertinggal.
109

 

Keadaan ekonomi baru berusaha kembali dibangun setelah turunnya Soeharto. 

Melalui pemerintahan Habibie, berbagai kebijakan tentang ekonomi mulai 

diluncurkan, diantaranya dengan menaikkan nilai tukar rupiah, membentuk lembaga 

pemantau utang luar negeri, mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU No, 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih 

pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. 

Sementara itu, pemerintah secara signifikan juga berusaha menekan laju 

inflasi dibanding saat awal terjadinya krisis. Dari apa yang dilakukan Habibie, 

terbukti adanya peningkatan nilai tukar rupiah hingga Rp. 6500 per dollar AS. 
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 Beralih dari masa pemerintahan Habibie, di masa selanjutnya, yaitu masa 

pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dimulai sejak akhir taun 1999 itu 

juga menunjukkan pola yang berbeda. Perekonomian Indonesia di masa itu 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun menunjukkan adanya perbaikan 

terutama di awal kepemimpinannya. 

Adanya peningkatan laju PDB dan penurunan laju inflasi dan tingkat suku 

bunga (SBI) bank mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam mengerti sudah 

mulai stabil. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama hingga Gus Dur mulai 

menunjukkan sikap diktatornya yang diikuti dengan berbagai masalah lain yang 

menuai kontroversi sehingga kepemimpinan harus berakhir karena pemerintahannya 

menghadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama. 

Pada saat itu, hubungan pemerintah di bawah kepemimpinan  Gus Dur juga 

tidak menunjukkan hubungan yang cukup baik dengan IMF, terutama karena masalah 

amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi 

daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; 

dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Akibat tidak tuntasnya 

revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada 

pemerintah Indonesia. 

Lain di masa Gus Dur, di periode kepemimpinan Megawati, perubahan 

ekonomi terjadi secara lebih mencolok. Pada masa ini, krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia sejak tahun 1997 terlihat mengakibatkan kemerosotan pendapatan 
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perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita Indonesia tinggal US$465. Melalui 

kebijakan pemulihan keamanan situasi Indonesia menjadi tenang. Presiden megawati 

berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan. 

Selanjutnya, dimasa Pemerintahan SBY, kebijakan yang dilakukan terhadap 

ekonomi adalah pada adanya pengurangan subsidi Negara, kenaikan Bahan Bakar 

Minyak (BBM), kebijakan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Hal ini tercatat di masa pemerintahan SBY perekonomian mulai membaik pasca 

krisis ekonomi kedua yang terjadi selama tahun 2008-2009. Salah satu penyebab 

utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah 

yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. 

Dalam pemerintahan Jokowi, berbagai catatan yang terjadi dalam bidang 

ekonomi selama pemerintahan Jokowi adalah ekonomi yang pada 2014 terus turun ke 

level 5,02 persen pada 2015 kembali merosot ke level 4,79 persen, level terendah 

sejak 2009
110

. Diawal pemerintahannya, terdapat beberapa ketidakpastian kebijakan 

ekonomi, yang menyebabkan harga kebutuhan pokok bergejolak tak tekendali. 

Adapun perubahan sosial, ekonomi dan politik Indonesia di masa reformasi 

secara lengkapnya akan di visualisasikan dalam tabel berikut; 
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Tabel 3.1 Kondisi Indonesia di era Reformasi 

 Sosial Ekonomi Politik  

Habibie - Memerdekakan Timor 

Timur 

- Munculnya kasus 

pelanggaran HAM 

- Meningkatnya jumlah 

pengangguran 

- Adanya beberapa konflik 

social 

- Peningkatan nilai tukar 

rupiah 

- Meningkatnya jumlah 

pengangguran dan PHK 

- Konflik horizontal 

- Politik aliran 

- Sistem demokrasi lebih 

terbuka 

Gus Dur - Konflik antaretnis dan 

antaragama 

- Pluralisasi kebijakan di 

masyarakat 

- Peningkatan PDb 

- Penurunan Laju Inflasi 

- Hubungan presiden 

dengan anggota legislatif 

kurang harmonis 

- Membekukan partai 

Golkar 

- Cenderung bersikap 

diktator 

Megawati - Penempatan 4110 guru ke 

Aceh 

- Peningkatan 

Pendapatan Perkapita 

- Krisis Moneter 2008 

- Mengusung kembali 

demokrasi 

- Pembentukan KPK 

SBY - Maraknya urbanisasi 

- Meredam konflik Ambon, 

Sampit dan Aceh 

- Pengurangan subsidi 

Negara 

- Penerapan kebijakan 

dana BOS 

- Trias politika 

- Politik luar negeri 

Joko 

Widodo 

- Konflik SARA 

- Munculnya kebijakan 

Revolusi Mental 

- Penurunan tingkat 

perekonomian 

- Kenaikan harga 

kebutuhan pokok 

- Praktik politik oligarki 

- Tumpang tindih dalam 

pengambilan kebijakan di 

pemerintah 

Diolah dari berbagai sumber, 2017. 

 3.1.4 Implikasi Perubahan Politik  Terhadap Posisi Intelektual           

          ICMI  

 Adanya perubahan pada tatanan politik Indonesia selama masa Reformasi tak 

hanya menciptakan perubahan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, 

melainkan juga pada posisi intelektual ICMI. Perubahan tatanan politik yang 

dimaksud adalah adanya pergantian jabatan presiden secara langsung mempengaruhi 

pemikiran-pemikiran yang diciptakan oleh ICMI. Berdasarkan penjelasan pada sub-
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bab sebelumnya dapat dilihat bahwa setelah jatuhnya masa kepemimpinan Soeharto, 

Indonesia sampai saat ini telah mengalami pergantian presiden sebanyak lima kali. 

Dalam setiap pergantiannya pula hal ini mempengaruhi posisi ICMI di masyarakat. 

 Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Prasetyo Sunaryo, salah satu Wakil 

Sekretaris Dewan Pakar ICMI yang mengatakan adanya perubahan pada pola 

intlektual ICMI setelah digantikannya presiden Soeharto dengan Habibie. Di masa 

Soeharto, ICMI yang pada saat itu masih tergolong organisasi baru dianggap 

mendapatkan dukungan yang cukup besar dari presiden Soeharto. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya pemikiran-pemikiran ICMI yang diadopsi dalam sistem 

Negara. Salah satunya adalah pada pemikiran ICMI tentang HAM yang pada 

akhirnya berhasil melahirkan institusi Komnas HAM yang masih bertahan sampai 

sekarang. 

 Namun, sebagaimana yang diungkapkan Prasetyo Sunaryo, ICMI setelah 

masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid mulai mengalami penurunan 

karena adanya kebijakan yang membatasi pergerakan ICMI dalam pengambilan 

keputusan di Negara. 

ñPerbedaan antara ICMI di masa Orde Baru dan Reformasi adalah terletak pada komitmen 

orang-orang ICMI sendiri. Banyak anggota ICMI yang akhirnya menemukan jati diri/aktif 

dalam organisasi lain sehingga mengikis perlahan anggota-anggota ICMI. Perbedaan lainnya 

yaitu pada dukungan pemerintah, di mana di masa Orde Baru, ICMI mendapatkan full support 

dari pemerintah namun setelah reformasi ICMI dituntut untuk lebih mandiri. Jadi belum ada 

sebuah dukungan kelembagaan secara formal, sehingga membuat ICMI sedikit gamang. Hal 

lainnya yaitu ada pada Undang-Undang yang dibuat di masa Reformasi yang pada akhirnya 

membuat ormas-ormas berjarak dengan pemerintah. Sehingga dengan undang-undang itu, 

komunikasi antar ormas dengan pemerintah bukan lagi bersifat organisasional, maupun 

personal approve. Hal ini yang pada akhirnya membuat komunikasi antara ormas dengan 



122 

 

 

Negara menjadi tidak terbangun dan dalam pengambilan keputusan di DPR, ormas (seperti 

ICMI) juga tidak terlalu banyak dilibatkan.ò
111

 

Pendapat yang sama juga datang dari Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI yang lain, 

yakni Zaim Uchrowi. Dalam perjalannya di ICMI, Zaim pernah menerbitkan buku 

sejarah perjalanan 10 Tahun ICMI. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zaim, 

pengaruh kekuasaan presiden tak semata-mata mengubah kehidupan sosial, 

melainkan juga pada posisi ICMI. Hal ini bukan hanya karena ICMI di awal 

kemunculannya mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah Soeharto, 

melainkan karena ICMI merupakan organisasi yang dalam dinamikanya tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh politik. 

 Zaim mengungkapkan adanya ketergantungan ICMI terhadap pemerintah di 

awal kemunculan ICMI. Sehingga ketika adanya pergantian dalam posisi presiden, 

ICMI kemudian cenderung melakukan adaptasi. 

ñKhusus di masa pemerintahan Habibie, karya ICMI adalah karya di pemerintahan, bukan 

karya di luar pemerintahan seperti yang ICMI lakukan sebelumnya. Pada masa ini, ICMI 

sempat kesulitan memunculkan karya-karya seperti saat kemunculannya sejak awal karena 

ICMI terlalu tergantung dengan pemerintah.ò
112

 

 

Zaim juga mengatakan bahwa dimulai pada saat pemerintahan presiden Abdurrahman 

Wahid, ICMI sudah mulai mencari format gerakan baru, yakni proses declining. Pada 

tahap ini, ICMI bisa dikatakan tengah mengatur agenda untuk mengkonsolidasikan 

diri dan mencari alternatif gerakan yang akan dilakukan ICMI di masa mendatang. 

Peran-peran politik mungkin masih banyak dilakukan oleh tokoh ICMI, namun posisi 
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mereka pada saat itu bukan sebagai anggota ICMI, melainkan diri mereka secara 

pribadi. Hasilnya, ICMI berusaha untuk bangkit kembali untuk memainkan peran 

tengah dalam komunikasi antarumat. Kemudian mulai bergerak dalam bidang 

ekonomi dan perannya cenderung lebih mikro, yakni pada sosial dan ekonomi umat. 

 Hal senada juga dikemukakan oleh Azyumardi Azra, mantan Presidium ICMI 

periode 2009-2010 dalam wawancara yang dilakukan pada 8 Juni 2017. Azyumardi 

mengungkapkan bahwa menurunnya peran ICMI di masyarakat merupakan suatu hal 

yang tak bisa dihindari dan benar-benar terjadi pada ICMI di awal Reformasi. Jika di 

awal kemunculannya ICMI mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah Orde 

Baru, pergantian presiden di Era Reformasi justru membuat ICMI harus diambang 

Stagnasi. 

Azyumardi juga mengungkapkan bahwa keberadaan ICMI pada awal 

Reformasi, tepatnya di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menuntut ICMI 

untuk memutar otak dan mencari peran yang sesuai dengan konteks masyarakat pada 

saat itu. Karena ICMI merupakan kelompok intelektual, maka sudah menjadi tuntutan 

bagi ICMI untuk dapat beradaptasi dalam iklim sosial-politik manapun. 

Berdasarkan beberapa pandangan yang dikemukakan, dapat dilihat bahwa 

keberadaan ICMI baik di era Orde Baru hingga Reformasi tidak terlepas dari 

pengaruh pemerintah. Hal ini kemudian sejalan dengan pendapat yang pernah 

diungkapkan oleh salah satu mantan Ketua Umum ICMI, Adi Sasono. Menurutnya, 
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walaupun ICMI bukan organisasi politik, namun posisi dan peran ICMI tidak dapat 

dilepaskan dari adanya keikutsertaan pada politik Negara. 

3.2 Pemikiran ICMI di Masa Reformasi 

3.2.1 Produksi Kemampuan Kepemimpinan 

 Salah satu usaha yang dilakukan ICMI untuk menyambung mimpi Reformasi 

adalah ICMI dengan membuka pandangan seluas-luasnya terhadap permasalahan di 

Indonesia. Berbagai ówarisanô kepemimpinan Orde Baru yang diberikan sekaligus 

membuat kaum intelektual semakin dituntut untuk dapat mereprsentasikan perannya 

ditengah situasi yang rumit. 

Jauh setelah Reformasi pertama kali di kumandangkan, tepatnya 18 tahun 

setelah Reformasi, keadaan bangsa juga dinyatakan belum sampai pada titik aman. 

Titik aman disini dimaknai sebagai keadaan yang harmonis baik dari segala sektor, 

maupun pada relasi antarpemerintah, pemerintah-masyarakat, dan antarmasyarakat. 

 Indonesia menurut ICMI masih jauh dari harapan tersebut. Berbagai masalah 

baik dari ekonomi, sosial dan politik tak luput dari perkembangan masyarakat. Salah 

satu yang menjadi sorotan ICMI adalah pada adanya krisis kepemimpinan yang 

disadari ICMI sebagai momok besar yang tak kunjung selesai. 

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Andi Yuliani Paris dalam wawancaranya 

dengan portal berita suaramasjid.com. Andi yang ditemui dalam Silaturahim Kerja 

Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di 




